
J(IJ(ln IVi:ut.w~ ,\"()m()r 1 Telp. (fJ11) ./J1JJ8 - ./J}J6? • ./)1)10 Rardr,,g, Prrninsi Jtnt·a O<N'ot 

Undang·Undan,g ... 

t. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tent.ans Penycleng,g.araan Negara yang 

Bmih dan Bebas d.ati Korups:i, Kolusi dan Nepotisme; 

Mengingat 

b. bahwa agar pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program 

Nasional Pemberdayaan Masyatakat Mandiri Perkoiaan (PNPM MP) 
sebagaimana dimaksud dalam hurur a dapat berdaya guna dan berhasil guna, 

pcrlu dlatur mien.sena.; Petunjuk: Td(.n;'! 'PCflya\uran 'Bantu.an l.angsung 

Masyarakar (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakar Mandiri 

Perkoraan (PNPM MP) Kora Bandung Tahun 2009; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sc.-bagaimana dimaksud daJam huruf b, perlu 

menctapkan Peraturan Watikota 8Mdung tentang Petunjuk Teknis Penyaturan 

Santuan Lang.sung Masyarakat (BLM) Program Nasional Peml>crdayaan 

Masyaraxat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Ko,a Bandung Tahun 2009; 

a. bahwa guna mendoroog proses pembelajaran masyarakal untuk menanggulangi 

masalah kemiskinan dilakukan melalui pr.tktek tan:gsung di lapangan oleh 

masyarakat dengan melaksanakan Perenca.naan Jangka Menengah (PJM) dan 

Rencan.a Tahunan Program Penanggu1angan Ke-mis.kinan (neme Pronangkis), 

dengan dukungan salah satu sumbcr dana Bantuan Lang.sung Masyaraka1 

{8LM} Program ·Nasional Vemberdayaan Masyaraka\ Ma,~iri Perkotaan 

(PNPMMP): 

Menimbaog 

WAUKOTA BANDUNG, 

PETUNIUK TEKNlS PENY ALURAN BA.NTUA.N LANG SUNG MASY ARAKAT (BLM) 

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDtRI PERKOTAAN 

(PNPM MP) KOTA BANDUNG TAHUN 2009 

TENT ANG 

PERATURAN WALlKOTA BANDUNG 

NOMOR: 1007 TAHUN 2009 

NOMOR: 36 TAHUN: 2009 

llERJT A DA.ERA.ll 
K()TA BANl>UN(; 



16. Peraturan ... 

2. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 teetang Pemcrintaban Oaerah 

s.cbasalmana tclah diuooh umuk kodua. kalinya dengan dcns,an Undang Undang 

Nomor 12Tahun 2008; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan antara 

Pcmerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah; 

4. Peraturan J>emerintah Nomor SS Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Oaerah; 

5. Pe,atutan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tcntang Kdurahan; 

6. Peratu-ran Pcmcrintah NQmoc- 38 'fahun 100'7 teotaog Pembag.ian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah,. Pemerintahan Daerah Provinsi, clan 

Pemerintahan Daerah KabupatenfK01a~ 

7. Kepulusan Prcsiden Nomor SO Tabun 2003 tenrang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang!Jasa Pemerinta.h seb.tg!iman.t telah diuba.h bcbcrapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presideu Nomor 95 Tahun 2007~ 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tcntang Pedoman 

Pengelolaan Kcuangan Oaerah sebagaimana telah diubah deng.an Peraturan 
Mcntcri Oa\am "Negt:ri Non\01 >') T~n 2007; 

9. J>eraturan Oaerah Kotam.adya Daerah Tit1gkat 11 84ndung Nomor JO Tahtm 

1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung; 

10. Peraruran Oaerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang: Pemckaran 

dan Pembcntukan Wilayah Kerja Kecarnatan dan Kelurahan di Lingkuogan 

Pemerimah Kola Bandung $tbasa\mana tc\ah dlubah dcngan -Petaturan Daerah 

Kcta Bandung Nomor 06 Tahun 2008: 

11. Petaturan Dacrah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 temang Pokok-pokok 

Pcngelolaan Keuangan Oaerah; 

12. Pcraruran Oaerah Kota Bandung Nomor 08 T ahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah K0ta Bandung: 

13. Pernturan Daerah Kot& Bandung Nomor 12 Tahun 2()()7 tenrang Pemberuukan 

dan Susunan Organisasi Lembag.a Teknis Oaerah Kora Bandung; 

14. Peraturan Oaerab Kola Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisas; Kecamatan dan Kelurahan di Lingkung.a.11 Pemerintah 
Kota Bandun,S; 

15. Pera.turan Daerah Kou, Bandung Nomor OS Tahun 2008 tenrang Rel'tC8na 

Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPO) Tahun 2005-2025; 
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Pasal t 

Dalam Peraturan WaJikota ini yang dimaksud dengan: 
I. Dacrah adaJah Kora Bandung.. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemetintah Kora Bandung. 

3. \Valikota adalah Walikota Bandung. 

4. Percncanaan ada\ah. searu preses untu\:. mew:nt-uka.n t\t\da.\..a.n mas.a depa.n yang 

Lepat melalui un.uan pilihan, dengan mernperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

5. KeJurahan adaJah Kefurahan d.i Lingkungan Pemerintah Kata Bandung. 

6. Sadan Keswadayaan Masyarakat/Lemba,ga Keswadayaan Masyarakat yang 

sclanjutnya disingkat BKMILKM adalah lembaga kepcmimpinan masyarakat yang 

mengakar. represematif dan dipcrcaya yang dibentuk melalui kesadaran kritis 

masyarakat untuk mengga1i kcmba1i nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai 

kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (ct,pfu,/ .wc,af) kehidupan 

masyarakat, 

7. Percncamum Janska Menen,g.ah Program PemmgguJangan Kemjskjn.an yang 

sclanjutnya disingkal P JM Pronangkis adaJah perencan.a.an ares prakarsa 

masyarakat unruk men.anggulangi kemiskinan df wifayahuya secara rnandiri. 

8. Bantuan ... 

Bagian Kesatu 
Pcngcrtian 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

Menctapkan: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM 
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRJ PERKOTAAN 
(PNPM MP) KOTA BANDUNG TAHUN 2009. 

MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 25-0 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas 

Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Keeamatan dan Kelurahan; 

I 8. Peraturan \Valikota Bandung Nemer 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas 

Pokok dan Fungsl Satuan Organl~i pada l..cmbaga Tckn\s Oacrah di 

Lingk-ungan Pemerintah Kota Bandung; 

19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2008 tcntang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2009; 

16. Peraturan Oaerah Kota Bandung Nemer 09 Tahun 2009 teinang Rencana 

Pcmbanguna.n Jang.ka Mcncnga.b. Oacrah (RPJ~1.0) KO'la Sandung Tahun 

2009-2013: 



(2) Penggunaan ... 

Pasal 4 

(I) Penggunaan dana BLM harus memenuhi : 

a. persyaraian penyaluran dana BLM; 
b. pagu BLM: dan 

c. biaya operas.i.or~l BKM. 

BAB TI 

PENG<JUNAAN DANA BLM 

Tujuan Peraturan Walikota inj untuk: 

a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dafam pendampingan pencairan dan 

pemanfaatan daoa BLM~ 

b. menjalin keterpaduan. keselarasan, dan kescrasiae antar inslansi dalam 

pendampingan pencairan dan pemanfaaran dana BLM~ 

c. meningkarkan kccakapan dan kemampuan aparat Pemerintah Oaetah dalam 

pendampingan pencairan dan pcmanfaacan da.na BLM~ s.ehingga tcbih proaJ...'tif dan 

responsif dalam p,enyelel'\ggaraan pendamping.an pencairan dan pemanfaatan dana 
BLM. 

Pasal 3 

8agian Kedua 
Maksud da:n Tujuan 

Pasal 2 

Pengaturan Peraturan Walikoca ini dimaksudkan sebagai : 

a. pedoman dan arahan bagi Sacuan Kerja Perangkat Oaerah di linglmngan 
Pemerintah Oaerah dalam upaya pencairan dan pemanfaatan d.ana Bl.M; 

b. pcdoman dalam tata cara pelaksanaan pencairan dan pcmanfaatan. koordinasl, 
kerjasama, penyesaaian, dan komunikasi dalam pencairan dan pemanfaaJan dana 
BLM bagi semua pihak; 

c. upaya untuk mewejudkan keterpaduan dafam pembinaan. pengedalian dan 
peogawasan, 

8. Bamuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah dana 
stimulan untuk me:ndorong masyarakat membangun modal sosial melalui 

pcmbelajaran kntis di bidang lingkungan. sosial dan ekonomi, a.gar mandiri dalam 

menanggulangi persoaJan kemiskinan dan mampu memberikan kontribusi yang 
berorientasi pada upaya peningkaten lndeks Pembangunan Manusia (lPM) dan 

pencapaian sasaran Millc1111i11111 /)e11,:!1Qf111,e111 Goals (MDG's). 
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Bagian Kedua 

Pagu SLM 

Pasal 6 

(I) Pasu SLM sebap,aimanadimalcsud dalam Pasal 4 ayat (I) hurufb yaitu pagu SLM 

tiap kelurahan di Kora Bandung yang ditentukan berdasarkan jumlah pcnduduk. 

(2) Kelurahan di Kora Bandung sebagaimana dimaksud pada aya1 (1) ditentukan 

berdasarkan kategcri : 

a. kelurahan sedang; dan 

b. kefurahan besar. 

(3) Kelurahan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu jumlah 

pe.nduduk antara 3.000 (tiga. ribu) jiwa sampai dengan W.000 (scpofuh ribu) jiwa. 

(4) Kelurahan ... 

r..,.,, 
(I) Petsyaratan pcnyaluran dana BLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) 

huruf a. yai1u dana BLM yang disalurkan Jangsung kepada Badan Keswadayaan 

Masyarakat (BKM) arau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dilakukan 

secara bcrtahap. 

(2) Taha pan scl)o,gaimana dimaksud pada ayat (I) yairu : 

a. Tahap I sebesar JO% bersumber dari APBN; 

b. Tahap II sebesar 50"/o bersumber dari APBD; dan 

c. Tahap Ill sd>esaT 20"/, bersumber dari APBN. 

Oag.ian Kesaru 

Pet$yaratan PcnyaJuran Dana 8LM 

(2) Penggunaan dana SLM digunakan dengan berpedoman kepada: 

a. Perencana.an Jangka Mcncngah Prog.ram -Penangsu1ang.an Kemiskinan (PJM 

Pronangkis): 

b. pembelajaran aspek Tridaya; dan 

c. kesepakatan dan kearifan watga. 

(3) Pembelajaran aspek Tridaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu 

pcmbclajaran kritis dalam bidang ling,kung.an, sosial dan ekonomi. 

(4) Penggunaan dana BLM digunakan dcn.gan mcmcnuhi pcrsyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) agar basil pengunaan dana BLM dapat memberikan 

manfaat dalam mengurangi kemiskinan di kelurahan. 

(S) Uraian lcbih lanjut mengcnai penggunaan dana BLM sebagaimana dimaksud pada 

ayat (t) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran n. dan L.am:piran lll merupakan 

bagian yang tidak 1crpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasat ... 

(I) Kesekretariatan BKM melakukan pengelo1aan biaya operasionaJ BKM 

seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 

(2) Kc-sc-kretarian BKM daJarn merakukan pcngc-Jolaan biaya operasional BKM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib menyusun rcncana keuangan. 

(3) Rencana keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenanggungjawabkan 

secara periodik kepada BKM/LKM dan diaudit oleh 1embaga audi1 pemerintah 

maupun lembaga audit independen. 

Pasal 9 

Ba_gian Keuga 

Biaya Operasional BKM 

Pasal 8 

(1) 8iaya operasional 8KM sebagaimana dimaksud da1am Pasal 4 ayat (I) humf c, 

adalah biaya operasional kcgiatan 8KM yang bersumber dari dana BLM bagi 

pengelolaan dana BLM. 

(2) Biaya operasional BKM scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dlkelola 

berdasarkan kategori kelu.rahan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 ayar (2). 

(3) Biaya operasional BKM bagi kategcri kelurahan sedang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasat 6 ayat (2) hurufb, yaitu sebesar Rp. 7500.000,- (tujuhjuta lima ratus 

ribu rupiah). 

(4) Biaya opcra.sional 8KM bagi kategori kelurahan besar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 aya1 (2) hun,f c, yaitu sebesar Rp. J0.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah). 

(S) Penarikan biaya operasional BKM sebagairnana dimaksud pada ayat (1). dilakukan 

secars benahap sesuai dengan 1ahapan peneairan dan.a BLM yang diajukan, 

Pasal 7 
(I) Pagu BLM bagi Kclurahan scdang seb:lgaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), 

scbesar Rp. 200.000.000,· (dua ratus juta rupiah). 

(2) Pagu BLM bagi kelurahan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), 

sebcsar Rp. 350.000.000,· (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 

(4) Kelurahan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b, yaitu jumlah 

penduduk lebih dari 10.000 (scpuluh ribu) jiwa. 

(S) Ketentuan Jebih Janjut mengenai daftar kelurahan pencrima BLM di Kota Bandung 

sebagaimana dimaksud pada aya1 (Jt dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 
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BAB ... 

BABIV 

MEKANISME PENYALURAN DANA SLM 

Pesa! 12 
(I) Penyaluran dana BLM mcliputi kategcri : 

a. lokasi lama; dan 

b. lokasi baru: 

(2) Mekanismc Pcnyaluran sebagairnana dimaksud pada ayat ( I) tercantum dalam 

Lampi.ran 1. Lampiran II. dan Lampiran 111 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

(I) Penerima rnanfaat PNPM Mandiri Perkctean yaitu keluarga miskin yang 

diidentifikasi oleh masyarakat clan disepakati sena ditetapkan bersama oleh 

masyarakat, Kelurahan dan pemangku kepentingan sctcmpat melalui proses 

pemetaan swadaya yang bcrorientasi pada upaya peningkatan lodeks 

Pembangunan Manusia (lPM) dan pencapaian sasaran Mllle1111/11m Development 

Goo/s(MDG's). 

(2) Proses pemetaan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan 

berdasarkan pengg.unaan dana BLM scbagsimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(I). 

BAB III 

PENERIMA MANFAAT DANA BLM 

(I) Dalam pengelolaan dana BLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (I), 

biaya operasicnat BKM dapat digunakan unruk : 

a. biaya rapat BKM/LKM; 

b. insentif sementara sekretariat; 
c. alat tulis kantor (A TK) sekretariat: 

d. biaya rumah tangga sekrcreriet; 

e. transportasi sekretariar; 

f. biaya penggandaan dokumcn pcncairan dana BLM/LKM~ dan 
g. biaya-biaya lain ares pcrsclujuan rapat BKJiA/LKM. 

(2) Pcnggunaan biaya opcrasionaJ BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak 

dapat digunakan untuk honorlinsentif anggota BKM/LKM. 

Pasal 10 
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BERITA OAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 36 

Oiundangkan di Bandung 
pada rangsal 7 Dcscmbcr 2009 

r5EKR£TARJS OAERAH KOTA 8ANOUNG,f 

OADAROSAOA 

TTD. 

Oitetapkan di Bandung 

pada ianggal 7 Desember 2009 
WALIKOTA BANDUNG, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan pcnempatannya dalam Serita Dacrah Kota Bandung. 

BABY 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundaogkan. 
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PETUNJUK TEKNIS 
PENY ALURAN BANTU AN LANGSUNG MASY ARA KAT (BLM) 

PROGRAM NASIONAL PEMBERDA Y AAN MASY ARAKA T 
MANDIRI PERKOTAAN (PNPM MP) KOTA BANDUNG 

NOMOR : 1007 TAHUN 2009 
TANGGAL : 7 Ds,ember 2009 

lAMPlRAN l : PERATURAN \VAllKOTA BANDUNG 



l. l. Latar Bclakang 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkctaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 
sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemaodirian masyarakat dan pemcrintah 
daerah dalam menanggulang.i kemiskinan socara mandiri. Program ini sang.at strategis karena 
menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa insthusi kepcmimpinan masyarakat 
yang representatlf mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (sootat capital) 
masyarakat di masa mendatang sena menyiapkan ke-mitraan ma.syarakat dengan pernerimab 
daerah dan kelompok pectuli setempat. 
Lembaga kepemimpinan masy-arakat yang meng,akar, reptesentatif dan dipcrcaya (secara 
generik discbut lkukm Keswadayoan Masyarakat disiugkat BKM otau lemboga 
Keswadayaan Masyarakat disi11g"'11 lKM) terseout dibencuk melatui kesadaran kritis 
masyarakat untuk menggaJi kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nllal-nllai 
kcmasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (capilal so<:ial) kehidupan masyarakat. 
Deng.an demikian, OKM/LKM seJain diharapkan mampu menjadi wadah petjuttngan kaum 
miskin dalam mcnyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi 
upaya pcnanggu1angan kemiskinan yang dijalankan oleh masyaraka1 secara mandiri dan 
berke1anjutan, mu1ai dari proses pe.nentuan kebutuhan, proses pcnyusonan program, 
pclaksanaan program hingg.a pemanfaaian dan pemeliharaen. 
Tiap BKM/LKM, bersama masyarakat harus mtnyusun Pcrcncanaan Janska M.enengah 
Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pmnan_gkis) secara panisipatif sebagai prakarsa 
masyarakai untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi 
pemerintah dan prakarsa masyaraket, BKM-BKM ini mulai menjalin kemi1taan antara 
masyarakat dengan pemcrintah daerah dan kelompok ped:uli secempat. 
Sc-jak pelaksanaan f>2KP-J hingga pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perkotaan (PNPM ?1.'IP) saat ini telah terbentuk 139 BKM yang tersebar di 30 
Kecamatan, 1elah memunculkan lebih dari 3.940 re1awan-relawan dari masyarakat setempat, 
sena telah mencakup 463.613 orang peman.faat (penduduk miskin), mclalui 6.402 KSM. 

Mulai tahun 1007 P2K.P menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(J)NPM) Mandiri, oleh sebab itu mu1ai tahun 2007 PNPM Mandiri Perkotaan diarahkan untuk 
mendukung upaya pcningkatan lndeks Pembangunan Manusia (LPM) dan pencapaian sasaran 
Mille1111i11m Devetopmem Goals (MDGs) 

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kora Bandung baru dilaksanakan dengan jumlah 
Kclurahan sebanyak 29 Kelurahan di 7 Kecamatan dan total dana sebcsar Rp. 8.800.000.000, 
(0elapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang seluruhnya bersumber dari APBN melalui 
Departemen Pekerjaan Umum Dircktorat JencleraJ Cipta Katya. 

Mempen.imbang.kan pc-rkembang.an positif PNPM Mandiri Perkotaan tersebut, Pemerintah 
Pusat dan Kota Bandung telah menecapkan kebijakan unruk mempcrluas jangkauaJ1 wilayah 
dan keberlanjutan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedc0taan pada tahun 2008 dengan mcncakup 
139 Kcturahan di 30 Kecamatan, dan mengalokasikan daoa yang cukup signifikan sebesar 
Rp. 41.750.000.000,- (empa1 pt1lt1h satu miliar lujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan 
katcgori sharing (/iskal sedtmg don tinggi) 50%, dari Pemerintah Pusa1 sebesar 
Rp. 20.875.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari 
Kota Banduns sebesar Rp. 20.875.000.000,- (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima 
juta rupiah). 

Keberlanjutan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan in\ sangal pealing meng,ingat k()ntribusi 
8LM PNPM Mandiri Perkotaan saat ini ban.i membiayal sekitar 10-15% dari kebutuhan 
program yang disusun masyarakat (PJM Pronang.kis), schingga upaya penanggulangan 
kcmiskinan masih belum optimal. Sedangkan perluasan sasarao dan besaran dana dilakukan 
dalam rangka upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bandung dan Penduduk 
lndones.ia menjadi 8,2 % dari total penduduk lodonesia pada tahun 2009. 

BAB I 
PENDAHULUAN 



f.2. 'fujuan 

Tujuan Pelaksanaan PNPM Mandiri Pcrl.oi.aan adalah scbagai bcrikut : 
a. mcwu:judkan masyarakat Berdaya dan Mandiri, yang mampu mengatasi bctbagai 

persoalan kemiskinan di wilayahnya. sejalan dcngan kcbijakan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakai (PNPM); 

b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mcnerapkan model pembangunan 
partisipatif yang betbasis kemitraan dcngan masyarakat dan kelompok peduli setempai: 

c. mewujudkan harmonisasi dan sincrgi berbagai program pemberdayaan masyarakat unruk 
optimalisasi penanggulangankemiskinan; 

d. mcningkatkan capaian manfaat bagi mttsyat4kat miskin untuk mcndorong pening.katan 
JPM dan pencapaian sasaran MDGs. 

1..3. Sasaran 
Sasaran Pelaks.anaan PNPM Mandiri P2KP adalah sebagai berikvt : 

a. tcrbangunnya lembaga kcpemimpinan masyarakai (BKM) yang aspiratif. rcpreseraatif 
dan akuntabel unruk mendorong tumbuh dan berkemban,gnya partisipasi sena ketnandirian 
masyarakat: 

b. tersedianya PJM Pronangkis scbagai wadah untuk mewujudkan sinergi bcrt>agai program 
pcnansgulangan kcmiskinan yang komprehensif dan sesuai dcngan aspirasi serta 
kebutuhan masyarakat dalam rangka pengemban.gan lingkungan permukiman yang sehat. 
serasi, berjati diri dan berl:clanjutan; 

c. meningkatnya akses terhadap pclayanan kebutuhan dasar bagi warg.a miskin dalam rangka 
meningkatkan lndeks Pcmbangunan Manusia (IPM) dan peneapaian sasaran MDGs; 

d. terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kora dafam PNPM Mandiri Perkotaan 
sesuai dengan kapasuas fiskal daerah. 

l.4. Prinsip dan Pendekatan 
1.4.1. Prin,ip 

Sebagai program pemberdayaan masyaraka1 berbasis nilai. maka prinsip dasar program 
adalah "Pcmberdayaa.n ~fanusia Seutuhnya" untu.k mcnumbuhkan kepedulian, 
kcrclawanan dan perila.ku yang berpihak p.ada masyaraka1 miskin dengan dilandasi 
keikhlasan membcrikan prioritas kepada warga yang lebih mcnderita, lebih miskin dan 
lebih para.h kondisinya. Untuk itu, nilai dan prinsip yang melandasi pelaksanaan PNPM 
Mandiri Perkotaan adalah : 

a. nilai-nilai luhur kcmanusiaan (perilaku/moral). yakni jujur. ikhlas. peduli, sena dapat 
dipercaya; 

b, nilai-nitai kcm.asyarakatan (modal sosial), yak:ni kcbersamaan, sohdariras sosial. 
gotong royong. kekeluargaan, sena kesatuan daJam keragaman: 

c. prinsip pembangunan bcrkelanjutan (s11slt1i11able development}, yakni pelestarian 
lingkungan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (pendidikan, keseharan, 
dll). 

1.4.2. Pendekatan 

Agar terwujud mjuan yang hendak dicapai PNPM Mandiri Perkoiaan, maka pcndckatan 
yang akan dilakukan adalah : 

a. rnelernbagakan pola pcmbaogunan partisipatif yang berorientasi masyarakat miskin 
dan berkcadilan, melalui : 

I) pembangunan lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM/LKM) yang 
representatif, akuntabel, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakac daJam 
proses.proses pengambilan keputusan; 

2) perenca.naan Pan.isiparif dalam menyusun PJM-Pronangkis berbasis pada 
peningkatan IPM-MOGs. 



f.2. 'fujuan 

Tujuan Pelaksanaan PNPM Mandiri Pcrl.oi.aan adalah scbagai bcrikut : 
a. mcwu:judkan masyarakat Berdaya dan Mandiri, yang mampu mengatasi bctbagai 

persoalan kemiskinan di wilayahnya. sejalan dcngan kcbijakan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakai (PNPM); 

b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mcnerapkan model pembangunan 
partisipatif yang betbasis kemitraan dcngan masyarakat dan kelompok peduli setempai: 

c. mewujudkan harmonisasi dan sincrgi berbagai program pemberdayaan masyarakat unruk 
optimalisasi penanggulangankemiskinan; 

d. mcningkatkan capaian manfaat bagi mttsyat4kat miskin untuk mcndorong pening.katan 
JPM dan pencapaian sasaran MDGs. 

1..3. Sasaran 
Sasaran Pelaks.anaan PNPM Mandiri P2KP adalah sebagai berikvt : 

a. tcrbangunnya lembaga kcpemimpinan masyarakai (BKM) yang aspiratif. rcpreseraatif 
dan akuntabel unruk mendorong tumbuh dan berkemban,gnya partisipasi sena ketnandirian 
masyarakat: 

b. tersedianya PJM Pronangkis scbagai wadah untuk mewujudkan sinergi bcrt>agai program 
pcnansgulangan kcmiskinan yang komprehensif dan sesuai dcngan aspirasi serta 
kebutuhan masyarakat dalam rangka pengemban.gan lingkungan permukiman yang sehat. 
serasi, berjati diri dan berl:clanjutan; 

c. meningkatnya akses terhadap pclayanan kebutuhan dasar bagi warg.a miskin dalam rangka 
meningkatkan lndeks Pcmbangunan Manusia (IPM) dan peneapaian sasaran MDGs; 

d. terwujudnya kontribusi pendanaan dari Pemerintah Kora dafam PNPM Mandiri Perkotaan 
sesuai dengan kapasuas fiskal daerah. 

l.4. Prinsip dan Pendekatan 
1.4.1. Prin,ip 

Sebagai program pemberdayaan masyaraka1 berbasis nilai. maka prinsip dasar program 
adalah "Pcmberdayaa.n ~fanusia Seutuhnya" untu.k mcnumbuhkan kepedulian, 
kcrclawanan dan perila.ku yang berpihak p.ada masyaraka1 miskin dengan dilandasi 
keikhlasan membcrikan prioritas kepada warga yang lebih mcnderita, lebih miskin dan 
lebih para.h kondisinya. Untuk itu, nilai dan prinsip yang melandasi pelaksanaan PNPM 
Mandiri Perkotaan adalah : 

a. nilai-nilai luhur kcmanusiaan (perilaku/moral). yakni jujur. ikhlas. peduli, sena dapat 
dipercaya; 

b, nilai-nitai kcm.asyarakatan (modal sosial), yak:ni kcbersamaan, sohdariras sosial. 
gotong royong. kekeluargaan, sena kesatuan daJam keragaman: 

c. prinsip pembangunan bcrkelanjutan (s11slt1i11able development}, yakni pelestarian 
lingkungan, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial (pendidikan, keseharan, 
dll). 

1.4.2. Pendekatan 

Agar terwujud mjuan yang hendak dicapai PNPM Mandiri Perkoiaan, maka pcndckatan 
yang akan dilakukan adalah : 

a. rnelernbagakan pola pcmbaogunan partisipatif yang berorientasi masyarakat miskin 
dan berkcadilan, melalui : 

I) pembangunan lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM/LKM) yang 
representatif, akuntabel, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakac daJam 
proses.proses pengambilan keputusan; 

2) perenca.naan Pan.isiparif dalam menyusun PJM-Pronangkis berbasis pada 
peningkatan IPM-MOGs. 



Dana BLM adalah dana publik yang diberikan scbagai waqaf (litipan) dari pemerimah 
kepada masyarakat yang bermakna bahwa pcnsgunaan dana BLM oleh masyarakat hanya 
dapat dimenfaatkan bag.i kcpentingan penanggulangan kcmiskinan. 
Hams disadari pula bahwa sebagian besar somber dana PNPMwMandiri Perkotaan adalah 
hutang luar negcri yang harus dibayar kembali di kemudian hari. Diharapkan masyarakat 
mampu memanfaatkan dana tersebu1 secata tepat, benar. efesieo. efekrif. dan dapat 
menanggulang.i persoala.n kemiskinan di wilayahnya, yang pada g.ilirannya akan 
meningkatkan produktifitas mereka, sehingga dapat menjadi bagian dari sumber pcndapatan 
untuk dapat membayar kembaJi hutang luar negerinya. 

l,faknt, Dana BIA1 harus disikap; sebagui pele.ngkap sarana proses pembelajarun untuk 
J crubahon si.kap dnn perilaku masyarakat 1111/am 11udnks.anakon kegia1an 

entmggulang,m kemiskinan berbasis nllai-nitai 11nil..-cnwl dan berorientasi patio 
cningkatan .,P,\1 .. MDGs . Sehingga tolok ukur dari pembdajaran BI...A1 1/npat diliJu,J 
ada sejauhmJJno BI.M dimilnfaaJkan oleh mnsyarakal secam be.rtnnggun/.:iawab 1/1,n 
ro. m;ional l·esuai P JM Puman kis. · 

Substansi makna dana BLM sesuo.ssuhnya merupakan media pembelajaran masyarakat 
untuk terns membangun kapital soslal dan menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan 
maupun prinsip-prinsip kemasyarakatan sehingg_a pada g.ilirannya akan mampu 
menyclesaikan persoaJan sosial, ekonomi dan lingkunganfpermukiman mereka. Lebih dari 
hu. Komponen Dana 8lt\1 diadakan jug.a dengan tujuan mcmbuka akses bagi masyarakat 
miskin ke sumber dana yang dapat tang.sung digunakan oleh masyarakat miskin untuk upaya 
upaya penanggulangan kemiskinan. 

BLM merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial 
melalui pembelajaran kritis di tiga bidang (lingkungan. sosial, dan ekonomi) yang dikenal 
sebagai Tridaya agar mandiri dalam menanggulangi petSOalan kemiskinan dan mampu 
memberikan kontribusi pada pening.katkan [PM sena pencapaian MOGs di wilayahnya. 

z.t Pe.mahamau Ttntang Oa1u, BLM 

Proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan melalui 
prakiek langsung di lapangan oleh masyarakat scndiri dcngan melaksanakan apa yang sudah 
direncanakan di dalam PIM Pronangkis. Dalam praktek ini masyarakat diberikan S1imulan dana 
yang dinamakan Banruan Langsung Masyarakat (I)LM). Dana BLM ini langsung dikelola oleh 
masyarakat melalui BKM/LKJ\1 dan dimanfaatkan Iangsung oleh masyarakat miskin sebagai 
penerima manfaat melalui KSM/Panitia. 

Harapan melalui pembelajaran rm adalah masyarakat secara bettahap bclajar 
menumbuhkembangkan keberdayaan dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi 
(TRIOAYA). 

Jenis .. jenis kegiatan dapa1 ditcntukan sendiri oleh masyarakar melalui rembug warga, dengan 
tetap memperhatikan keselarasan dan keberlanjutan pcmbangunan (aspek tridaya) sesuai 
kcbutuhan masyarakat scbag.aimana layaknya pcmbclajatan pada kontck rcalita (bukan 
laboratorium). 

BAB ll 
KONSEP DANA BANTU AN LANG SUNG MASY ARAKA T (BLM) 



2.3 Penerima Manfaat 

Penerima manfaat PNPM Mandiri Perl<otaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasi 
masyarakat sendiri dan disepakari sena ditctapkan bcrsama oleh seluruh masyarakat, 
pemeri,uah.. kelurahan, dan stakeholder setempat, melalui proses pcmetaan swadaya 
(community self s,,n.-ey) berbesis lPM-MDGs. 

2.2 Tujuan Pemanfaaurn 0-ana BLM 

Dana BLM harus dimanfaatkan bagi kepentingan pesbaikan kesejahteraan masyarakat miskin 
sctempat. Dengan demikian tujuan dari pemanfaatan dana 8LM adalah : 
I. menumbuhkembangkan pembelajaran bagi masyarakat khusosnya masyarakat miskin 

melalui kegiatan-kegiatan di bidang sarana dan parasarana dasar lingkungan; 
2. menumbuhkembangkan pernbelajaran bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin 

melalui kegiataa-kegiatan di bidang sosial; 

3. menumbuhkembangkan pembelajaran bagi masyarekat khususnya masyarakat miskin 
melaJui kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi; 

4. tumbuhnya rasa kebersamaan (munculnya kepcdulian dan so1idaritas sosial) di 
masyaraker kclurahan/dcsa tersebut; 

$. tumbuhnya rasa kepemilikan yang besar terhadap program melalui kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakannya scna membangkitkan potensi swadaya masyarakat baik berupa 
materi, tenaga maupun pikiran. 



b. Ketentu11.n Pemanfoattm Dana JJL~ PNPA1 Ma,,diri Perkotoon 

Dana BLM Pronan.gkis untuk lokasi lama diguaaken untuk membiayai kcgietan prioritas 

yang ada dalam PJM Pronangkis, yang dibuat berdasarkan pemetaan swadaya berbasis 

kinerja peningkatan lPM-MOGs. 

K21~ri KJw-ori Kclurah.an 
Kedl Seda;.; O...r 

Jumlah J\"ndl.kluk Kcl~Mo Yone < 3.000 jiwa 3.()00 $1d 10.000 jiwa > 10.000 jiw11 
M1.....:lldi l.oi.:1L1i PNPM Mandiri MP 
Pl;ifond Juml.ab Alobsi DilinA JlLM Ro ISOiuta ., 200 :Illa Rr.3S0iota 
Tnba=~ Pt11cMt111 druw:1 OLM TWn 1•30%. TWn2•50%. TnhllnJ•20% 

Tabcl I.I : Oistribusi Alokasi Dana BLM di Kelurahan 

a. Alokasi IJl..t.1 

Alokasi BLM di lokasi kclurah.an betvariasi antara Rp. 150.000.000,· (serarca lirna 
puluh juta rupiah) hingga Rp. 350.000.000,· (tiga ratus lima puluh juta rupiah). sesuai 
jumlah penduduk di kelurahan tcrsebut seperti yang terfihat pada tabel I dibawah ini : 

3. l Alolw:i Banluan Langsung Masyarakal (BLM) 
BLM merupakan ,Inna J·timulnn untuk mendorong masyarakat mernbangun modtil sosial 
melalui pembelajaran kritis di tiga bidang (lingkungan, sosial dan ekonomi) yang dikenal 
sebagai Tridaya agar mandiri dalam menanggu1angi pcrsoalan kemiskinan dan mampu 
meningkatkan lPM serta mempereepat pcncapaian ti.1DGs di wllayahnya. 

....... Tahiip I Tllwop n ·-. ""~- 
l;a11,1 PNPM ·M01 2ML• •tAP8HJ $0%(AP8N) ~APBH) .... - 'A·&a .. KK -·- ~· 1(AP9HJ -0) 3n(AP'SN) ""' ........ " ...... 1(1( ...... ·- ........... ~(""8N) ~(APaOI 20'4{N'IN) Kotw' Kab lu~ """" ............... 

~(A'6M) ~(AP&N) ,..,,....., -- - ...... 
~(AP80) ........ 

8,an,i PNPII 811)8 ~(APSH) _.....,, 20'II. (APBN) l(ot# K.o l(Mago,rl ...... 
~ ·llllooli ... ......., 30'l'(AP8HJ M.{AP8H) 

...., .... _ 
""" 2:o,l(AP'IO) ·- 

Dana bantuan langsung masyarakat ini mencakup Bantuan Langsung Masyarakat di lckasi 
Kelurahan PNPM Mandiri Perkoraan yang berdasarkan pada kategori fiskal tinggi, disalurkan 
langsung kcpada Badan/Lembaga Kcswadayaan Masyarakai (BKM/lKM) secara bcnahap : 
Tahap I sebesar 30% bcrsumber dari AJ'BN, Tahap II sebesar 50% bcrsumbcr dari APBD, Tahap 
IU sebesar 2~/o bersumber dari APBN, dan Kota Bandung berada pada posisi kategori fiskal 
tinggi maka Sharring AP80 50%. Mekanisme Pencairan Dana SLM mencakup beberapa 
katagori scbagai bcrikut : 

BAB 111 
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PNPM MANDIRI PERK OT AAN 



• administrasi keuangan • melampirkan rencana 
(pembukuan) Sekretariat dan penggunaan danalRPD BLM 
UPK teJah diverifikasi oleh tahap IT yang 1elah disepakati 
KMW (Askot masyarakat dan divcrifikasi 
£konomi/Manajemcn Keuang.e.n) KMW (Korkot); 
dengan hasil baik; • Proposajusulen KSM untuk 

• melengkapi fonn dokumen penggunaan dana BLM lahap II 
pencairan (PP-BLM, BAPPD, tclah dinyatakan layak oleh 
Kwitansi,Copy Rek.BKM/LKM, KMW (Korkot) dan disetujui 
Resume SP-3). oleh Rapat BKM/LKM; 

• Administrasi keuangan 
(pembulruan) Sekretariat dan 
UPK 1clah diverifikasi oleh 
KMW (Askot 

Tahap u 
(50'/o) dari 

APBD 

• BKM/LKM telah melaksanakan • melampirkan rencana 
review panisipati penggunaan danafRPD BLM 
(kelembagaan. keuangan dan tahap I yang telah disepakati 
PJM/Renta Pronangkis); anggota masyarakat dan diverifikasi 
BKM/LKM yang telah habis KMW (Korl<ot); 
masa baktinya harus sudah • terbentuk KSM/Paniria yang 
dipilih ulang dengan minimum dinilai layak oleh KMW 
30% penduduk dewasa (Korkot); 
mengikuti pemilihan tingkat • 'ProposaVusulan KSM untuk 
basis: penggunaan dana BLM tahap I 

• mclampirk:an PJM dan Rencana telah dinyatakan layak oleh 
Tahunan Pronangkis hasil review KM·w (Korkot) dan disctujui 
yang tclah disepakati masyarakat olch Rapat 8K.MILKM; 
dan diverifikasi KMW (Korkot); • administrasi keu.angan 

• OKMILKM menandarangani {_pembukuan) Sekretariar dan 
Surat Perjanjian Pemberian UPK telah diveritikasi oleh 
Bantuan (SPP8) dengan pihak KMW (Askot 
pemerintah yang diwakili PJOK; Ekonomi/Manajernen Keuangan) 

• melengkapi form dokumcn dengan hasil baik. 
pencairan (PP-BlM. BAPPD, 
Kwitansi, Copy 
Rek.BKM/LKM\. 

Tahap I 
(30'/o) dari 

APBN 

Syaral Pemanfaatan Syarat Pencairan Tahap 
Pencairan 

Tabcl 2.1. Syarat Pencairan dan Pemanfaatan Dana SLM 

Dana BLM disalurl<an langsung kepada BKM/LKM (Badanllembaga Keswadayaan 
Masyarakat), secara bcnahap sebagai berikut : 

3.2 Penggunaan Dana BLM 
Pada dasarnya dana 8lM dapat digunakan secara cukup luwes dcngan berpcdoman kepada 
PJM d.an Rencana Tahunan Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kes,epakatan serta 
kearifan warga sehingga hasilnya dap.at bcnar-benar memberikan manfaa1 berkutangnya 
kemiskinan di kelurahan bersangkutan. 
Penerima manfaat PNPM-~{P adalah keluarg.a mis.kin yang diideruifikasi masyarak.at sendiri 
dan disepakati serta ditetapkan bcrsama oleh seluruh masyarakat, pemerin1ah kelurahan clan 
stakeholder (pemangku kepentingan) serempat, melalui proses pemetaan swadaya 
(comm,mily self sun-ey) yang bcrorientasi pada IPM-MDGs. Untuk dapa1 mcnggunakan 
dana BLM terscbur masyarakat harus memperhatikan persyaratan-persyanuan yang telah 
ditetapkan. 

a. Persyaratan Pencairan dan Penyaluran Dana BLM 
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Untuk pengelolaan dana BLM. BKM berhak memperoleh BOP untuk biaya operasional 
kcgiatan BKM dari dana BLM yang pengelolaannya dilakukan oleh sekretariat BKM. 
Besarnya biaya BOP untuk masing-masing pagu BLM baik dilokasi lama maupun 
lokasi baru adalah sebagai berikut : 
• Untuk katagori kelurahan kecil. maka besarnya biaya operasional BKM sebesar 

Rp, S.000.000,- (lima juta rupiah); 
• Untuk katagori kclurahan sedang, maka besarnya biaya operasional BKM sebcsar 

Rp. 7.500.000.- (1Ujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan: 
• Untuk katagcri kelurahan besar, m.aka bcsarnya biaya operasional BKM sebesar 

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

b. Bia.ya 01>er:a.!lional BKM 

Melampirkan hasil Audit tahun 
terakhir oleh Auditor lndependen 
Melampiri,:an rcncana 
pcnggunaan dana!RPD OLM 
rahap m yang telah discpakati 
masyarakat dan diverifikasi 
KMW (Korkot); 
ProposaVusulan KSM untuk 
penggunaan dana BLM tahap 111 
te!ah dinyatakan layak oleh 
KA1"W (Korkot) dan disetujui 
oleh Rapa! LKM; 

• Administrasi keeangan 
(pembukuan) Sekretarial dan 
UPK telah diverifikasi oleh 
KMW (Askol 
Ekonomi/Manajemen Kcuangan) 
dcogan basil baik; 

• Dana tahap I1 yang tcrsalurkan ke 
KSM tclah dimanfaatkan dan 
dipenanggungjawabkan secara 
teknis dan adminis1rasi minimal 
50"/o: 

• Kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan telah diperiksa dan 
ditandatangani oleh Tim 
fasilitator serta diverifikasi 
KMW (Korkol). 

Ekonomi/Manajemcn Kcuang_an)' 
deogan hasil baik; 

• Dana tahap I yang: tersalurkan kc 
KSM tclah dimanf'aatkan dan 
dipenangsungjawabkan secara 
teknis dan administrasi minimal 
50%; 

• Kegiatan ... kegiatan yang: 
dilaksanakan tclah dipcriksa dan 
ditandatangani oleh Tim 
Fasilitaror serta diverifikasi 
KMW (Korkot), 

Tahap Ill 
(20'/o)dari 

APBN 

• Administrasi keuangan • 
(pembekuan) Sckrerariar dan 
UPK telah diverifikasi oleh • 
KM\V (Askol 
Ekonomi/Manajemen Keuangan) 
dengan hasil baik; 

• Melengkapi form dokunten 
pencairan (PP-BLM, BAPPD. • 
Kwitansi, Copy 
Rck.BKM/LKM. Resume SP-3). 



Secara lengkap mengenai alur meka.nisme penyaluran dana BLM dapat dilihat pada gambar 
dan pcnjelasan di bawah ini : 

3.3 Alur Mekanisme Peoyaluran Dana BLM 

Pcngclolaan kcuangan BOP BKM/LKM ini dikclola oleh kesekrerariatan BKM/LKM 
yang akan mengarur pengeluaran biaya operas.ional BKM/LKM:. Kesekretariatan harus 
menyusun reneana keuangan tersebut dan dipenanggungjawabkan seeara periodc 
kepada BKM/LKM sena diaudi1 oteh lembaga audit pemerintah (BPKP, Bawasda) 
maupun lcmba,ga audit independen 

Dalam pengelolaannya, penggunaan dana BOP BKM/LKM ini dapat dig:unakan untuk 
keperluan : 
• biaya rapa1 BKM/lKM/UJ>.UP; 
• inscntif sementara UPK, UPL UPS dan Sekretariat; 
• A TK UPK, UPL UPS dan Sekrerariat; 
• biaya rumah 1angga sekretariat ( listnk, telcpon. PAM); 
• tranSpon UP-UP dan Sckretariat; 
• biaya pcnggandaan dokumen pencairan dana BLM; 
• biaya-biaya lain atas pcrsetujuan rapat BKM dan biaya opcrn.sional BKM ini 1idak 

bolch digunakan umuk hooor/inscntif anggota BKM. 

Penarikan dana BOP ini harus dilakukan secara bcnahap sesuai tahapan pencairan dana 
BLM yang diajukan 
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Keteoanoao; 
1. BANK lABARIBANK ya119 ditunjuk 
2. SETDA : Selctetariat Dae,ah 
3. BENSEK : Bendahara Sel<retariat 
4. SNVT/SATKER: Satuan Non Vertfkal Tertentu/Satuan Kerja 
s. PPK : Pejabat Pembuat Komitmen 
6. PJOK : Penanggungjawab Operasional Kegiatan 
7. BKM/L.KM : Sadan Keswadayaan Masyarakat/1.embaga 

Keswadayaan Masyarakat 
8. KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat 

- SETDA lA8Alt/BANK 
YAHG 

OrNNJUK 
BENScl( (L-6) 

SATI<ER 

' BAPPEDA 

G;J t 

PPI( 

- - - ................ ·················----- ....................•• 

• PJOK BKM/ 
U<M REICENING 

BKM/LKM 
(L-7) 

Tim 
FasllitJJtor 

KSM 
(L-ll) 

MASYAAAKAT 

•• 

verifikasi Sffl:as 
Penc.airan oleh Satkef dan 

PenettitanSPM ;;; ;;; 

{L-4) 

Veriflltasi Seocas 
Pencairan <>'eh PPK dan '9 ;;; ;;; 

PenettitanSPP 
(L-3) 

Verif'ibsi Berka$ 
Penc.airan ~h PJOK dan 

Penelbita n PP - ··- 
(L·2) 

5r:iU.il f!t:!!$;ii!'.i!n Qiy BlM : 
J, PP (Petmohonan 

Pemboyaran) • 2. SPPS (Surat PetjanJlan 
Penvaturan Bantuan) 

3. BAPPD (Berita Acara 
Penarikan Penggunaan 
Dana) 

4. Kwitansi Pembayaran 
s. Rekeni119 Bank BKM (3 

Spic;emen) 
{L-1) 

~Y.1£11 Pem1o(aatap flaDill 
111.H: 
I Rencana Penggunaan Dana 

(RPD) tahap II 
2 Proposal KSM untuk 

penggunaan 8lM tahap U 
3 Administrasi pembukuan 

seklttarlat & UPI< baik 
4 Dana tahap I telah 

dimanfaatk.an dan 
diperta.nggungjawabkan 
minimal 50% 

5 Kegiat:an yang dllaksanakan 
telah dlperikSa Oleh 
fasilltator dan diverifikasi 
korlrot/l<MW 
(L·7 & L-8) 

.. . . . . Proses Penerl>tan SP2D 
(Surat Perintah Pencalran 

Dana) 
{L-6) 

ALUR MEKANISME PENY ALURAN 
BLJ\1 PNPM MANDIRI PERKOTAAN 

DANA DAERAH UNTUK PROGRAM BERSAMA (DDUPB)/APBD 
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Cauuan: 8erkas/rorma1-fc)rmat yang barus diisi dan ditandatangni 
(se.muanyo 7 rangkup: I 11ntuk nrsip BKM, I untuk arsip Korkot 
KAfW don 5 rongkap untuk SJ'Ortfl pencoiran) 

Berkas Pencsiran 
BLM 

PJOK rnc!akuksn vcrifikas.i dan 
penandatanganan Berkas Pencairan 
BLM diama,anya : 
a. PP (Perrnchonan Pembayaran); 
b. SPPB (Surat Pcrjanjian Penyafuran 

Bantuan), bermaterai Rp. 6000, 
(cnam ribu rupiah); 

c. BAPPD (Berita Acara Penarika.n 
Pcnggunaan Dana); 

d. Kwitans1 Pembayaran, bennaterai 
Rp. 6000.· (enam ribu rupiah): 

e. Rckening Bank BKM/(..KM (3 
Spicemen). 

2 

Berkas pencairan 
BLM disusun oleh 
BKM sebanyak 7 
Rangkap 

Data Status/SIM 
PNJ>M /\,IP 

BKM/1..KM se1clah melakukan proses 
review PJM Pronangkis, review 
kelembagaan dan review keu.angan 
maka memenuhi persyaratan untuk 
pencairan BLM dengan difasilitasi dan 
diverifikasi oleh Fasilaator da1am 
menyus:un Betkas Pencairan BLM 
dinnrttranya : 
a. J>P (Permobonan Pembayaran); 
b. SPP8 (Surat Perjanjian Penyalutan 

Baruuan), bermaterai Rp. 6000,· 
(enam ribu rupiah); 

c. BAPPD (Berita Acara Pcnarikan 
Penggunaan Dana): 

d. Kwiransi Pembayaran. bermarcrai 
Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); 

e. Rekening !lank llKMILKM(3 
Spicemen) 
dengan ditandataogani dan cap ofeh 
BKM. Lurah, dan KSM. 

Oulput Kcgiatan Alat VerifikJlsi Proscdur I No 

Berkas penc.airan 
BLI\1 divcrifikasi dan 
dita.ndatangani oleh 
PJOK dan penerbitan 
PP untuk di ajukan ke 
Pejabat Pcmbuat 
Komitmen (PPK) 

Kegiatan : Proses Penyusunan Bcrka.s Pcncainm Oana 8LM 
Xodc Kegiatan : L-1 dan L2 
Prosedur Pelaksanaan : 

3.3 Langkah-langkah Operaslooet Pcnyaluran BLM 



No Prostdur Alat Bantu Output Kegiatan 
I Sark er melakukan verifikasi dan Bcrkas Pencairan Berka.~ pencairan 

penandatanganan Ookumen BLM yang 1elah BLM diverif'ikasi dan 
Pencairan OLM diantaranya : diverifikasi oleh ditandatangani olch 
a. PP (Pennohonan Pembayaran); PPK PPK dan penerbitan 
b. SPPB (Surat Petjanjian SPM untuk di ajukan 

Penyaluran Santuan). ke Bensek Sekda 
bennaterai R.p.6000,·; 

c. BAPPD (Berita A cant 
Penarikan Penggunaan Dana): 

d. Kwitansi Pembayaran, 
bermatcsai Rp.6000,-; 

e, Rekening Bank BKM/LKM (3 
Spicemcn). 

: Verifik.asi Bt:rkas Ptncairan Dana BLl\1 olth Satkcr 
: L-4 

Kegiatan 
Kodc Kcgiatan 
Prosedur Pelaksanaan : 

No Prosedur Al.at Banru Output Ke:giatan 
I PPK deng.an KorlcOI me1akukan Berkas Peocairan Berkas pencaitan 

verifika.si dan penandatanganan BLM )'llng telah BLM diverifikasi dan 
Berkas Pencaitan DLM diamaranya : diverifikasi oleh ditandatangani oleh 
a, PP (Permohonan Pembayaran); PJOK t>PK dan penerbitan 
b. SPPB (Surat Pcrjanjian SPP unluk di ajukan 

PenyaJuran Bantuan), bermarerai ke Sarker 
Rp.6000,-; 

c, BAPPO (Serita Ac:a.ra Penarikan 
Penggunaan Dana): 

d. Kwitansi Pembayaran, 
bermaterai Rp.6000,-; 

e, Rekening Bank BKM/LKM (3 
Spiccmen). 

: Vcririkasi 8erkas Penrairan Dana BL>.M olch PPK 
: 1,.3 

Kegiatan 
Kode Kegiatan 
Prosedu.r Pelaksanaan 

12 



No Prosedur Alal Bantu Output Ktgiatan 
I • Setelah dipastikan bahwa dana S}'U,uf,.J,)'llruf Bukti penyaJuran 

BLM tclah masuk ke Rek.BKM, pmu,1'/aatan dins BLM dana ke KSM 
sefanjutnya anggota SKJ\"f yang l dal:.m1 Sffi.\p Wl3p 

pencair:l.fl 
menandatangani di Rek. BKM • OoA:mnc,1 PJM 
bisa mencairkan dana BLM di Pro"""~' Bank pc1aksana BKM setclah • Rci-c;)J18 • . 
memenuhi sl'.arat nt:manfaa.t!R 0.na(RPO): 
dana HLl\1. • Resume Propos.1J: 

• Untuk keamanan dan efisiensi, • Proposal La,':lk 
Tcml3$.lk t..:uni,irau 

kesekrerariaran yang ditunjuk 0.iflar Anggoaa KS.\i; 
BKM bisa saja pada hari itu juga • SPJ (Sumi Pcmyal:13rl 
membagikan kepada KSM Pco)'dcsaiao 
(sesuai BAPPUK/RPO) melalui Pckcrja:m BL.\1. 

transfer ke rckening KSM atau 
SJ''""'-¥>'"'°' ke KSM rangsung yang dibagikan pt:maefaut111J d:!n.'l BLM 

di Bank dan disaksikan oleh U dabm seci.'ln taha 

: Ptnya.luran dan Pemanfa.ata:n Otna Bu\1 kc KSM 
: lr7 dan IA 

Kegiatan 
Kode Kegiatan 
Prosedur Pelaksanaan 

No Prosedur Alat Bantu Output Ktgi.iu.an 
I Bank Jabar/Bank yang ditunjuk 

mc1akukan proses • l.embar SP20. Bank Jabar/Bank yang 
peneairanltransfcr ke Rekening • Lembar penarikan 

ditunjuk memrausfer 
Bank yang di miliki oleh dana. dana BLM ke 
BKMILKM Rekening BKMILKM 

(3 Spicemcn) 

: Proses Pencairan Oleh Bank Jabar/Oank yang ditunjuk 
: L-6 

Kegiatan 
Kode Kcgiatan 
Prosedur Pelaksanaan : 

No Prosedur Ahlll Bantu Oulput Kegiatan I 
I Bensek Sekda me1akukan veriftkasi Berkas Pencairan Berkas pcncairan 

terhadap Berkas SPP, SPM,dan BlM, SPP SPM SLM diverifikasi dan 
bcrkas lainny-a serta Berkas dan lainnya yang ditandatangani oleh 
Pencairan BLM diantaranya : telah diverifikasi Bensek dan penerbiran 
a. PP (Pcrmohonan Pembayaran); oleh Satker SP20 untuk di ajukan 
b. SPPB (Surat Per'jartiian ke Bank Jabar/Bank 

PenyaJuran Bantuan), yang ditunjuk 
bermaterai R.p.6000.-; 

c. BAPPO (Berita Acara 
Penarikan Penggunaan Daaa); 

d. Kwitansi Pembayara.n., 
bermatcrai Rp.6000.-; 

e. Rekening Bank BKMll..KM (3 
Spicemen). 

: Proses Penerbitan SP20 Dana BLM 
: L,.~ 

Kegiatan 
Kode Kegiaran 
Prosedur Petaksanaan : 
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• Laporan rekapitulasi 
kegiaran KSM. 

• Surat Pernyataan 
Penyelesaian 
Pekerjaan (SP-3). 

Laporan 
pelaksanaan 
kegiatan KSM 

L.aporan pefaksanaan 
kegiatan KSM 

oar; seluruh laporan KSM, UP-UP 
membuar teporan 
pcnanggungjawaban kepada BKM 
dan diserahkan mclalui 
kesekretariatan. 

3. 

Secclah mefaksanakan kegiacarmya, 
KSM mempertanggungjawabkan 
baik secara fis.ik maupun 
administrasi kepada UP-UP (Unit 
Pengelola). 

2. 

' 

fo,mat Laporan 
petaksanaan 
keg_iaran KSM 

pihak-pihak yang terkait (wakil pcnc:tiran . 
R\V, aparat kclurahan, BPD/LPM • Mclampirbn rencana 

) -· d3na/RPO dan masyarak~t . . 6U.i ta.hap u ya~ 
• Namun apabfla d1rasakan aman tclab discpo.k:ui 

untuk membawa dana SLM ke 1Msya.raka1 d:u1 
kelurahan, BKM melalui dh't1'11\k~i K.MW 

(Konoc): kesckretariatan dapat 
• Proposr,Vuwbn KSM menyalurkan dana BLM kc KSM UJiuk ~,n 

di masing-masing kelurahan yang d:tna BLM tah:lp n 
dihadiri oleh warg_a, sehingga 1clah dinya1atan layal:. 
ma.syaraka1 serempat dap.ar olch KMW CKod:oe) 
mengetahui secara rerbeka proses clan di.selujui .. olcl 

Ropo1 OKM/LKM: 
pcnya1uran dana SLM • AdmimStrd.1i kcu:uiga, 

• Khusus untuk UPK (Unit (pclobukuan) 
Peugetota Keuangan). U'PK wajib Sck.n::caria1 clan UPK 
mencatat transaksi penyaluran tcltth dh'CflJibsi olch 
dana BLM ke KSM dalam KMW (A,l,oc 

. d &ono«nilManajcmcn pembukuan UPK seketika pa a Kcu.-mg.,n) da,g.,n 
saat Kesekretanatan basil l:xlik: 
menyerahkan dana BLM_ ke • OaM l:Aru.\1> \ )'1.!\ 

KSM~ 1etsalwbn kc KSM 
lc:lah dinnnfaa1bn 
d3n 
diJ)CnMggungj11\\-;il>b 
n sec:.lfa leb'lis dan 
.tdlninistrnsi minimal 
50'/o ~ 

• Kc&iat.'lfM(egiac.1n 
Yll"8 dil 
1cblh dipcriksa dal 
dil3Lldala:ngani olch 
Tim Fasilim1or scna 
di\'crifikasi Kh1W 
tKorkoll. 
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Betkas atau format-format dalam rangka menunjang pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan 
Langsung (BLM) PNPM Mandiri Peskctaan 1crcantum dalam Lampiran U dan Ill 

3.4 Kttentua.n Lain-Iain 

4. Khusus untuk KSM usaha ekcncmi, Laporan La po ran rckapitulasil 
maka KSM mempunyai kewajiban p,elaksanaan keg.iatan KSM 
mengembalikan dana pinjaman ke kegiatan perguliran Pcrguliran usaha 
UPK dan datia pcngembaJian dari usaha ekonomi ekonomi 
KSM diterima kembali oleh UPK. 
Beberapa ketentuan yang pertu 
di.perhatikan oleh UPK adalah 
sebagai berikul : 
• Dana pengembalian KSM tidak 

dibenarkan menge,,dap secara 
cash di UJ>K lebih dari 3 (tiga) 
hari; 

• Jumlah dana cash maksimum 
yang boleh dipegang oleh UPK 
adalah I juta, apabifa lcbih dari 3 
(tiga) hari belum letjadi 
perguliran, maka VPK wajib 
menyetorkan dana yang ada kc 
rekcning BKM; 

• UPK h.arus. terus berupaya 
memfasititasl pcnyusunan dan 
pcnilaian kelayakan teknis 
proposal KSM serta mcmfasilitasi 
KSM layak yang selanjutnya 
diajukan kepada BKM untuk 
pcnnohonan perguliran; 

• Atas dasar proposal yang layak 
tersebut BKM akan mengadakan 
rapar prioritas KSM dan 
menetapkan sejumlah KSM 
seseai dana yang tcrsedia 
kemudian basil ketetapan tersebcr 
dituangkan ke dafam 
8APPUK/RPO perguliran; 

• Berdasarkan BAPPUK/RPD 
(Derita Acara Penetapan Priomas 
Usulan Kegia1anfReneana 
Pensgunaan Oana) perguliran 
tersebut KSM. BKM mclalui 
Kesekrctariatan akan mcncairkan 
sejumlah dana ke UPK yang 
selanjutnya oleh UPK akan 
disalurkan kepada KSM sesuai 
usulan kc ... :atan. 
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Keberhasilan Pelaks.anaan Program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Ptrkotaan 
dapat dinilai dari terpenuhinya indiketor-indikatcr sebagai berikut ini : 
a. seluruh dana Program Bantuan Langsung Masyarak.lt (BLM) PNPM Mandiri Pcrkotaan 

dapat tersalurkan sesuai dengan pagu anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan; 
b. dana BLM yang disafurkan dikarakan repat sasaran apabila seluruh syarat scna format 

teknis maupun adminisrrasi penyaluran bantuan dapat terpcnubi; 
c. untuk kelengkapan pclaporan serta kescsuaian dengan peraturan yang bcrlaku setiap 

pcnerima BLM harus meJaport.:an penggunaan dana scrta perkembangannya seciap 3 bulan 
sekaJi selama satu tebun. 

4. lndi.kator Kcberbasilan 

a. TKPP PNPM Mandiri Perkotaan wajib menyampaikan laporan dari hasil Monitoring dan 
cvefuesi kepada Walikota melaJui Se.krctaris Oaerah; 

b. BKM/LK/\1 Penerima BLM wajib melaporkan pengsunaan dana serte perkembangannya 
kepada Waliko1a Bandung melalui TKPP PNPM Mandiri Perkotaan setiap 3 bulan sckali; 

c. Pelaporan dilakukan scbanyak 3 butan sekali dengan masa tenggang penyampaian laporan 
sclama I (satu) bulan. 

3. Pelaporan 

2. Evaluasi 

a. evaleasi dilakukan olch TK"PP PNPM Mandiri Pc.1'\t()(aan bckcr;a,ama dcngan uni1 kerja 
tcrkau: 

b. evaluasi dilakukan setiap 3 bufan sekali dari huir monitoring, 

a. BKM atau KSM yang telah menetima bantuan dana langsung masyaraka1 dari Pemcrintah 
Kola Bandung wajib membcrikan infonnasi perihal kegiatan berupa Laporan 
Pena.nggungjawaban (LP]) kepada Walikota Baodung meLaJui Satkcr PNPM Mandiri 
Perkotaan; 

b. monitoring dila.kukan oleh TKPP PNPM Mandiri Perkotaan bekcrjasama dengan unit 
kerja terkait sen.a aparat kcwilayahan; 

c. monitoring dilakukan I bulan sete1ah bantuan di terima oleh BKM/LKM, monitoring 
selanju1nya dilakukan setiap 3 bulan sekali secara reguler; 

d. atas se:tiap monitoring yang dilakukan dibuat berita acaranye; 
e. kegiatan monitoring disenai dengan kegiatan pcmbinaan teknis, SOM maupun manajcrial; 
f. hasil monitoring dapat dipublikasikan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian 

bantuan selanjutnya. 

I. Monitoring 

BAB IV 
PENGAWASAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN 

fNDLKATOR KEBERHASILAI\ 



~EKRETAIUS OAERAH KOTA BANDUNG, f 
DADA ROSADA 

TTD. 

WAL,IKOTA BANDUNG, 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) terkait 
dengan perubahan paradigma secara mendasar. seiring dengan proses demokra1isasi. yang 
menempatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam proses pembangunan. Sedangkan, 
posisi dan fungsi pemerintah dalam hat ini lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator, dan 
stimulator. Penanggulangan Kemiskinan diharapkan akan tumbuh aras prakarsa 
masyarakat dan dilaksanakan secara mandiri dalam tatanan sistem perencanaan 
partisipatif. 

Dengan adanya Pet"unjuk Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BL.M) PNPM 
Mandiri Perkotaan diharapkan semua pihak dapat menjalankan kegiatan tersebut sckaligus 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka menambah akses guna 
meningkatkan produktlvitas masyarakat yang diharapkan dapat mcnunjang terhadap 
peningkatan lPM dan MDGs, sebingga masyarakat scmuanya dapat melakukan 
pembangunan di semua aspek sosial, ekonomi., dan lingkungan. 

Hal-bal yang bersifat lebih teknis dan administratif akan diatur secara tersendiri oleh 
Tim Koordinasi Pelaksana Program PNPM Mandiri J>erkotaan Kota Bandung dalam setiap 
Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Lang.sung Masyarakat Mandiri Perkotaan. 

BABY 
PENUTUP 



FORMAT PENCAIRAN DANA BLM 
(PNPM-MANDIRI PERKOTAAN) 

DDUPB/APBD 

NOMOR : I 007 T AHUN 2009 
TANGGAL: 7 Desember2009 

LAMPIRAN 11 : PERATURAN WALTKOTA BANDUNG 



Nania, Tanda 

No. Level Tangan & Cap Tanggal Ktterangan/Catalan l.embaga/ 
lnstansi 

I. Tim f'askel 

2. PJOK 

3. Korkot/ Askorkot 

4. PK KOia 

5. Satker Kota 

8. Rekomendasi Verifikator 

I I Ktlengkapan K~btnaran 
Pena.isian Data 

No. Jenis Dokumen Tahap 
Ada T\dak Renar Salah 

I PP-BLM I 7 3 
2 SPPB-BLM I 
3 BAPPD 1. 2. 3 
4 Kuitansi I 2 3 
5 Resume SP3 • nA PPP) 2 3 
6 Fotooopy Rekenlng 1, 2, 3 

BKM/LKM 

A. Verifikasi Kclengkapan & Kebenaran Dokumen 

: Bandung. 
: Ja wa Barat 

. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . Narna BKM/LKM 
Kelurahan 
Kecamatan 
Kot a 
Propinsi 
KMW 

L£MBAR V£RIFIKASI 
DOKUMEN PENCAIRAN DANA BLM PNPM-MP 



Clltatan: 
Keleng:kapan dan kebenaran dokumen terlampir 
• Corel yang tidak pcrlu 

..................................................................... 

Penanggung Jaw.ab Operasional Kcgiatan 
PNPM-MP U, Kecamatan .. 

Ocmikian Permohonan Pembayaran Dana BLM ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana 
mestinya. 

: Rp. 

: (111/is Nama Pemega,,g Rek.Scsual bnku 
tab.lgiro) 

No. Rckening 
Jund.ah Dana BLM yans Diajukan 
Terbilang 

: Bandung 
: Jawa Barat 
: (lulls nama &nl secaro jelas don lengkap) 

: (lu/Js nama BKM!LKM) BKM/LKM 
Kelurahan 
Kecarnatan 
Kot a 
Provinsi 
Yang Membuka Rekening di Bank 
Alamat Bank 
Rekening Atas Nama 

Berdasarkan hasil verifikasi bersama KMW terhadap kesiapan pektksanaon kegiatnn PNPA1- 
1UP dan ktlengkapan dan kel>enarao dokumtn pencairan daua, maka dcngan ini kami 
mengajukan Permohonan PembaJ·amn l)ana 81.M Taltt1p UTUl/1 * untuk : 

: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM~MP di Kecamatan 
. . . . . . . . . . . . . . . . .• . .. .. . .. . •. . . . . . ... Ko1.a. Bandung. berdasarkan keputusan 
\Valikota Nomor , benindak untuk dan alas nama 
Pemerintah Republik Indonesia 

. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ..... Nama 
Jabatan 

Pada Hari ini tanggal ..••.. bulan tahun ......• kami yang bertandatangan dibawah 
rm: 

Kepada Yth. 
Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang 
Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja 
Saiker Kota, . 
Di Tcmpat 

PERMOtiONAN PEMBAYARAN DANA BLM (PP BLM) 

Lampiran-1 



4. Surat PCl'janjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak serelah 
Pihak K.edua menyerahkan hasil verifikasi KMW terhadap PJM dan Rencana Tahunan 
Pronangkis yang discpakati masyarakat kepada PJOK. 

3. Pihak kedua bersedia mematuhi betbagai ketentuan yang berlaku di PNPM·MP, 
sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman P2KP dan JukJak J>NPM Mandiri P2K.J> 
dan ketentuan-ketentuan lainnya, sete memenuhi persyaratan umum perjanjian 
(terla,npir). 

2. Pihak kedua akan melaks.anakan kegiatan sesuai dengan Pcrencanaan Jangka Meneng_ah 
(PJM) dan Rencana Tahunan Program Pcnanggulangan Kemiskinan (Pronang.kis) yang 
disusun serta disepakati masyarakat kelurahan dan telah diverifikasi oleh 
KMW. 

I. Pihak kedua berwewcnang dan bertanggungjawab untuk menerima sena menyalurkan 
dana .Bantuan Langsung Masya.ra.kat (BLM) PN.PM-;\,fP dari pemerintah ke masyarakat 
melalui kelompok swadaya mA!)'}'arakat (KSM) atau panitia setempat. KSM/panitia 
akan menerima OLM mclalui proses seleksi yang ditetapken oleh BKM/LKM. 
KSM/panitia akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan usufan yang diajukan dan 
memcnuhi seluruh persyaratan umum perjanjian. sebag.aimana terlampir dalam SPPB 
ini. 

8. Kedua bclah pihak .sepakat : 

Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat 
(BKM) Kelurahan,., Kecamatan... .. .. 
Kota Propinsi.,. .•• Berdasarkan musyawarah masyarakat 
kelurahan dan disahkanfdicatatkan di Notaris No .•.............. , 

tansgal .. 
Alamat : (diisi alamot Namo K,)tm.liuaror) ,,., . 

Selanjutnya disebut Pihak Kedua 

. . . . II. Nama 

: Penanggungjawab Operasicnal Kegiatan (PJOK) PNPM-MP 
Kecamatan ....•.......... Kota Bandung Propinsi Jawa Baral 

Berdasarlcan keputusan Walikota Bandung Nomor . 
Temang, Benindak a1as nama Pemerintah Indonesia. selanjumya 
disebut Pihak Pt.riama. 

I. Nama 
Jabatan 

A. Kami yang bcttanda tangan di bawa.h ini : 

Berdasarkan Oaftar lsian Pelaksanaan Anggatan (OTPA) Satuan Kcrja Non Vertikal lenentu 
Pcnanggulangan Kemiskinan di Perkoraan, Nomor : 1anggal : 

Kclurahan 
Kecamatan 
Kot a 
SWK 

$URAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTIJAN ($PPB) 

Lampiran-z 
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10. Bantuan PNPM·MP sudah termasuk biaya operasional dan pengendalian BKM/LKM. 

6. Likuidasi. Apabila berdasarkan penilaian KMW dan PJOK, pihak kedua dinilai tidak 
mampu menunjukkan potensi keberlanjutannya, terutarna dalam pengelolaan dana berg.ulir 
(kredit mikro), maka pembayaran dana tahap selanjutnya ditang,guhkan dan dibcrlakukan 
ketentuan likuidasi, hins.ga pihak kedua telah memenuhi syarat yang menjamin 
kebctlangsungan kegiatan dana bergulir PNPM-MJ' di kelurahan dimaksud. 

7. Oalam hal secelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi 
oteh KM\V, temyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu mcnunjukkan kinerja 
pengelolaan dana bergulir sebag_aimana yang diharapkan, maka KMW dan PJOK berhak 
melaks.an.akan ketemuan likuidasi kegiatan pengelolaan dana bergulir (kredit mikro), 
dengan cara dana bantuan yang telah diterima pihak kedua (bersarna dengan dana baruuan 
dana 1ahap [O) hanya dapat digunakan bagi usulan kegiatan pcmbangunao prasaraoa 
lingkungan permukiman yang menunjang 1angsung upaya penanggulangan kemiskinan di 
kelurahan tersebut. 

8. Usulan keg.iatan prasarana dimaksud harus diusulkan secara panisiparif, transparan dan 
akuntabel atas dasar kesepakatan masyarakat, melalui serangkalan rembug warga 
masyarakat di kelurahan tersebut, dengan berpcdoman pada PJM Pronan.gkis. Usulan 
kegiatan prasarana dimaksud harus terlebih dahulu disetujui oleh KMW. 

9. Pembatal.an Pcmbayaran BLM. Pihak kedua menyerahkan hak otorisasi kepada KMW 
dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten untuk membatalkan pembayaran dana SLM, sebagian 
atau seluruhnya. jika. menurut penclitiao KMW dan Tim Koordinasi Ko1a!Kab .• 
BKM/LKM danlatau KSM~KSMJl>anitia di Kelurahan itu, tidak membutuhkan dana 
dimaksud, danlatau gagal mencapai 1argc1 kcgiatan danfatau gagal memenuhi prinsip dan 
nilai sena ketentuan dalam PNPM-MP maupun rargee proyck, dengan pertanda atau 
indikator-indikator seeaga. berikul : 

a. tidak terdapat atau dipilih relawan masyarakat di kelura.han tcrsebct sctelah 4 (empat) 
bulan Tim fasilitator bertugas di lokasi sasaran tersebut; 

b. BKMILKM lidak terbcntuk danlatau kinerjanya 1idak efektif setelah satu tahun 
pelaksanaan t>NPM·MP di kelurahan terseb1.1t; 

c. pencapaian kemajuan dan perkembang.an proyek PNPM-MP tidak memuaskan dalam 
kurun wak1u satu tahun pelaksanaan proyek~ 

d. di1emuka.n indikasi adanya penyalahgunaan dalam pengg:unaa.n dana bantuan Pl\rrM 
MP; 

e. tidak terdapat indikasi potensi keberlanju1an (snstainabiliry) program/kegiatan, dana dan 
kelembagaan di kelutahan tCr$Cbut; 

f. terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan. prinsip, dan nilai PNPM-MP 1idak mungkin 
dapat d_ilaksanakan secata taa1 asas dan konsisten. 

Oalam kondisi salah satu atau lebih penanda di a1as terpenuhi, maka SPPB OLM ini 
bcrlaku sebagai Surat Kuasa 01orisasi dari BKMILKM kepada KMW dan Tim Koordinasi 
Kota/Kabupaten. Kcduanya akan memt>eritahukan masyarakat kclurahan bersangkutan 
melalui Surat Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan 

•,IN'lumlr- 1¥lladr1m mdl'lhd T)()Ul'IJ-Al'IJI) dlMrab!Um "qNldf, 11Urnnt-"l(l$in1t Kobltpa1.at!Kot11 JYUtK 
Pcl"lffffl ri 1\'(A s, 1Cili- UNJ7 lml""'K J•alnmat, Pmgdolatln /iieulWI a-11 Oaa•lt. 

: Rp Jumlah dana Bantuan PNPM-MP 

a. Uutuk Katagori Fislul.l Sedang, Tinggi dan Sang:a:t Tinggi 
Pembayaran Tahap I (30%) Porsi APBN : Rp. 
Pembayaran Tahap ll (50'%) Porsi APBo•> : Rp 
Pembayaran Tahap LU (20%) Porsi APBN : Rp. 

5. Tahapan Penya.luran Dana. 



•SPPO., salah satunya dilengkapi dengan matetai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut 
lampirannya dibuat 5 (lima) rangkep untuk dokumen penagihan ke Satker. 

Pihak Kedua, 
Koordinator BKM/LKM 

Pihak Pcrtama 
Penangs:ung Jawab Operasional Kegiatan 

. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,20 ..... 

. . . . . . . . ' . 

Rekening atu nama 
Nama bank 
Alamat bank 
Nomor Rckening 

11, Dana Bantuan PNPM·MP disalurt.:an melalui rekening Bank pihak kedua, scbagai berikut 

Besarnya biaya BOP untuk rnasing-masing pagu BLM baik dilokasi lama maupun lokasi 
baru adalah sebagai berikut 
• Untuk katagori kelurahan kecll, maka besarnya biaya operasional BK~1/l.KM sebesar 

Rp. S.000.000,- (lima juta rupiah): 
• Untuk katagori kclurahan scdang, maka besamya biaya operasional BKMILKM sebesar 

Rp. 7.$00.000,- (tujuh juta lima rat us ribu rupiah); dan 
• Untuk katagori kclurahan besar. maka besamya biaya operasional SKJ,.1/LKM sebesar 

Rp. 10.000.000,· (sepuluhjuta rupiah). 
Penarikan dana BOP ini akan dilakukan sccara benahap sesuai tahapan pencairan dana 
BlM yang diajukan. 

s 



(a) menjamin bahwa anggota KSM/J>anitia adalah masyarakat miskin dan masyarakal 
yang berhak mendapat bantuan PNPM-MP, bcrdasarl.an peta kemiskinan yang 
disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukan masyarakai sendiri; 

(b) menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai ktlayakan o1eh UPK 
dan kemudian disctujui BKM/LKM adalah merupakan kegiatan yang didasarkan dari 
hasil pemecaan swadaya clan perencanaan pa.nisipa1if (baik PJM maupun rencana 
tahunan Pronang.kis) yang telah disusun dan disepakati sebefumnya oleh masyarakar: 

(c) me,tjamin bahwa usulan-usulan keg.iatan yang disetujui tclah dipilih dengan 
men,ggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman PNPM-MP 
maupun kriteria tambahan yang ditetapkan Pemetintah Indonesia, dalam hal ini 
Satker PNPM-MP Pusat; 

(d) mertjamin bahwa usulan-uselan kegiatan KSM/panitia telah dinyatakan layak oleh 
UPK/UPUUPS dan hasil pcnilaian kelayakan 1ersebut telah direkomendasi scne 
dhandarangani oleh KMW: 

(e) menjamin jumlah kebutuhan dana se-luruh usulan kegiatan. ditambah a1okasi dana 
untuk biaya opcrasional dan pengendalian BKM/LKM, 1idak melebihi alokasi dana 
Oesa/Kelurahan; 

1. Tanggungjawah RKM/LKM : 

8. Tanggungjawab 

I. "Hukum yang berleku" berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan 
dinyatakan berlaku di Pemerintah lndoncsia: 

2. "SPPB" bcrarti Surat Perjanjian Penyaluran Bamuan PNPM-MP yang ditandatangani oleh 
kedua belah pihak, dimana persyaratan umum tcrlampir, bersama-sama dengan seluruh 
dokumen yang tercantum pada butir 12 Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan PNPM-MP 
yang ditandatangani; 

3. "Pcrsyaratan Umum" berarti persyaratan umum pada SPPB ini; 

4. "Peruerintah" besarti Pemerlntah Indonesia, yans dalam ha1 ini Satker PNl_>M-MI> Pu58t; 
5, "Pihak Pcnama" berarti Penanggung Jawab Operasional Kegia1an (PJOK) 

Kecamataa di ting.kat Kota, yang beninclak atas nama t>emerintah lndonesia: 
6. "Pihak Kcdua" bcrarti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) , yang 

benindak atas nama Masyarakat 
Kelurahan .. , Kecamatan Kora 
Bandung Propins.i Jawa Barat 

Kecuali apabila di dalam korneks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang 
digunakan dalam Surat Pesjanjian Penyaluran Bantuan ini dianikan scbagai berikut : 

A. D~fini.si 

Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dan memiliki ketemuen yang 
mengikat. 

Lampiran 1 $PPB 
PERSYARATAN UMUM PERJANJIAN PENYAlURAN 8ANTUAN 
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(a) melaksanakan kegiatan scsuai dengan usulan~ pnns1p--pnns1p 1ransparansi dan 
akuntabilitas, pedoman perlakuan penduduk asli. pedoman pcngelolaan lingkungan, 
pecloman pcmbcbasan lahan dan pemukiman kembali {jika dipef'lukan, dilampirt..an di 
perjanjian ini); 

(b) bila usulan sub-proyek han.ss dilaksanakan oleh pihak ke-3. maka prosech1r pengadaan 
harus mengacu pada pedoman pcngadaanlundang·uoclang yang berlaku; 

(c) menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM/panitia, sejak 
tahap penyusunan usulan kegial.an hingga pclaksanaan clan pemeliharaan kegia1an, 
senantiasa didas.arkan pada prinsip dan nilai serta keteinuan PNPM·MP; 

2. Tanggllng iawab KSM/Panitia 

(f) menjamin bahwa dana yang akan disatorkan ke masyarakat oleh KSM-KSM/panitia 
adalah sesuai dcngan usulan yang tclah diajukannya. Oalam hal terdapat perubahan 
dari rencana usulan semula, harus dibuat Serita Acara pertemuan KSM/Panitia 
bcrsangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan o1eh Rapat Anggota OKM/LKM 
serta diverifikasi oleh KMW; 

(g) menjamin bahwa keg.iatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 
transparansi dan akuntabilitasi sebagaimana tertuang daJam pedoman pelaksanaan 
PNPM Mandiri Perkooaan bab S: 

(h) melakukan pengelolaan keuang.an secara benar, tranparansi dan akuntabilitas sesuai 
dengan standar akumansi yang ditetapkan; 

(i) mengundang pemcriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan 
DKM/LKM~ minimaJ satu kali sarc tahun dengan biaya BKM/LKM. Selain itu, 
BKMILKM juga akan terbuka terhadap pemerik.sa keuangan yang ditunjuk oleh 
DPKP arau instansi pemeriksa lainnya; 

(j) jika hasil pemeriksaan mcnunjukkan adanya penyimpan,gan penggunaan dana oleh 
BKM/LKM, maka BKM/LKM wajib mengembalikan dana yang dimaksud: 

(k) BKMILKM wajib mcnyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait deng.an 
PNPM-MP selama jangka waktu 5 tahun; 

(I) mclakukan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan sub-proyek dan 
menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK, Kelurahan!Dcsa dan KMW: 
Selain itu mcmberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan perwakila« 
donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan 
lainnya. sena mcngadakan pcninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan., BKM/LKM 
berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK dan 
KMW; 

(m) merijamin bahwa da1am proses peng:ajuan usu1an, penifaian kelayakan, pcrsctujuan 
usulan, hingga pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senamiasa 
didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai PNPM-MP sccara konsistcn oleh scgenap 
pelaku di tiogl<at masyarakat, KSMIPanitia, UP dan BKM/LKM; 

(n) menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan, terutama pembangunan atau 
rchabilitasi prasarana liog.kung.an dan permukiman, didasarkan pada pedoman 
pengadaan, pedoman perlakuan penduduk asli, pedoman pcmbebasan lahan dan 
pemukiman kembali serta pedoman pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur 
Panduan PNPM~MP danlatau peraturan perundangan yang berlaku; 

(o) menjamin bahwa usulan-usulan keg.iatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana 
BLM PNPM-MP adalah bukan kegiatan yang tcnnasuk dalam daflar kegiatan yang 
dilarang di PNPM·MP (11egar{f lis1): 

(p) menjamin bahwa pclaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan 
cara lain yang membuka peluang kescmpatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat 
miskin dan pcnganggur di lokasi kegituan. 
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(a) memfasilitasi penyiapan usulan kcgiatan oleh masyarakat dalam hal ketcpatan 
sasaran kcsesuaian dengan prinsip dan nilai PNPM-MP, sena pembelajaran 
masyarakat tintuk mcmbuat usulan keg.iatan bcrdasarkan kebutuhan dan 
kemampuannya, khususnya melalui analisis Ekonomi Rumah Tana,sa (ERT) maupun 
Detailed Engineering Design (])ED) dan lainnya; 

(b) memfasilirasi pcnguatan kapasiras UP unruk mampu membcrikan perrimban:gan 
profcsional (tcknis, keuangan, dan Jingkungan) tcrhadap usulan-usulan yang diajukan 
KSM/Panitia~ 

(c) menilai dan membcrikan rekomendasi 1ef'hadap proses dan has-jJ penilaian kelayakan 
oleh UP apakah 1elah memenuhi keSCS\Jaian dengan prinsip dan nilai J>NPM-MP s-ena 
standard penilaian kc.1ayakat\ p1'0).)M8.Vusu1an keglatan: 

(d) mengawasi dan memfasili1asi proses prioritas dan persetujuan usulan kcgiatan yang 
dilakukan olch BKM/LKM; 

(c) mcmbantu BKM/LKM dan PJOK dalam memproscs administrasi pcncairan dana; 
(f) melakukan pcngawasan peJaksanaan kegiaran; 

3. Tanggung iawab KM-\V: 

(d) mcnycdiakan kontribusi swadaya. uang, clan natura atau lainnya. dalam jumlah dan 
waktu SCS\lai yang tercantum pada usulan; 

(c) mcnjamin pengclolaan dan pelestarian hasil·hasil kegiatan yang telah dilaksanakan 
secara benanggungjawab, transparan dan akuntabel; 

({) menyetahkan laporan kcmajuan sc1iap bulan ke UPK·8KM/LKM dan Fasilitator; 
Selain itu mcmberikan kesempatan juga kepada PJOK, KMW, Kelurahan dan lainnya 
untuk mendapatkan salinan lapomn dimaksud dan salinan-selinan laporan lainnya, 
serta mcngadakan peni.njauan lapangan, Pad.a akhir pekerjaan, KSWPanitia 
berkewajiban menycrahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada UPK 
BKM/LKM; 

(g) menjamin keter'bukaan terhadap pcmeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, 
maupun pemeriksa keuangan independen yang diundang oleh BKM/l.KM. Jika basil 
pemcriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk 
kcperluan di luar rencana (konsumrif, dipinjamka.n kembali dll), maka KSM/panitia 
penanggungjawabnya wajib mcngcmbalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan 
pcnyimpangan yang telah terjadi. KSM/Panitia wajib mcnyimpan catatan dan bukti 
bukti pengeluaran bcrkaitan dengan P1'1PM-MP selama jangka waktu 3 tahun. 

Namun demikian, KSM/Panitla diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah 
dan.a ditcrima. jika : 
I) 1crjadi/orce majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganss.u atau merusak pekerjaan di 

luar kemampuan pengendalian KSM/Panitia. Dalam keadaan demikian, KSMJPanitia 
wajib mclaporkan kepada BKM/1..KM untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat 
Anggota BKM/lKM. Selanju1nya SKM/LKM melaporkan kepada KMW dalam baras 
waktu 7 hari sctclah Rapat Angg.ota BKM/LKJ,.1 dimaksud dan kepu1usan harus diambil 
KMW dalam batas waktu 14 hari; 

2) 1erdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiaran itu dibatalkan. 
Dalam keadaan demikian, maka keputusan dimaksud ha.rus dilaporkan kepada KMW 
dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambil dalam batas waktu 14 hari; 

Untuk berbag.ai kasus di atas, pcncairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan 
kembali pcncairan dana dapat juga terjadi jika KSl\'t/Panitia me1alaikan kcwajiban dan/atau 
kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka Kl\.i"W harus mempelajari dan rneneutukan 
langkah-Iangkeh sclanjutnya; uang yang telah diterima mungkin harus dikcmbalikan segera 
oleh KSM/Panitia,. jika BKA1/LKM mcmutuskan demikian. 



(a) Otfinisi Penyimpang.an Ketentua.n Teknd PNPM .. MP 
(I) Oimaksud deng...<tn penyimp..,n8Jtn kerenruan rcknis PNPM-MP adaJah tind11kan 

dan kegiatan yang dilaksanakan ofch pihak kedua yang tidak sesuai atau 
bertentangan dengan Buku-Buku Pedoman PNPM-MP, ketemuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh Pemcrintah (ndonesia, dalam haJ ini Pemimpin Proyek PNPM 
f\{P, sena ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPB ini bcsena lampirannya. 

(2) Tennasuk penyimpang.an kctentuan teknis PNPM·MP dalam hal ini, antara lain 
ialah: kctidaksesuaian terhadap prinsip dan nilai PNPM·M.P, ketidaksesuaian 
dengan tujuan dan sasaran PNPM·MP, ketidakmampuan mengelola dana 
pinjaman bcrgulir sesuai dengan prinsip standard, dan bemuk-bentuk 
penyimpangan lainnya, dcngan indikator-indikator antara lain: 

• terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai PNPM·MP tidak dapat dilaksanakan 
olch pihak kedua secara taat asas dan konsistcn; danlatau 

• pelaksanaan kegiatan oleh pihak kedua tidak melibatkan danfatau 1idak 
bermanfaat bagi kcpentingan perbaikan kesejahreraan masyarakat miskin; 
danlatau 

• tidak terdapat ax.au dipilih kader-kader Luasyarakat di kelurahan tcrscbut setelab 
4 (empat) bulan Tim fasilitator bcrtugas di lokasi sasaran tersebut; danlatau 

• BKM/1..KM tidak terbentuk danla1au kinerjanya tidak cfektif setelah satu tahun 
pelaksanaan PNPM-MP di kelutahan tersebur; danlatau 

• pencapaian kemajuan dan pcrkcmbangan proyek PNPM-MP 1idak mcmuaskan 
dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan proytk) dan/atau 

• ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam 
penggunaan dana bantuan PNPM-MP~ danla.tau 

• lidak terdapat indikasi potensi kcbcrlanjutan (sustainability) program/kegia1an1 

dana dan kelembagaan di kelurahan tersebut; dan/a1au 
• terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dan 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan daJam SPPB ini beserta lampirannya 

1. Sanksi Terhadan Ptnyimpangan Ketentu~n Tt.kni~ P.N-P.M .. MI>: 

C. Sank.~i 

(g) melaksanakan pengecekan keabsahan pengeluaran BKM/LKM dan KSM 
KSri.1/panitia sena menandatangani dokumen pcmbayaran: 

(h) mcnyc1esaikan perbooaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi anrara KSM, 
BKM/LKM dan fasilitator berdasarkan bukti-bukti faktual dan perjanjian yang ada; 

(i} mengadakan penyesuaian biaya bila terjadi perubahan dalam rincian awal pekerjaan, 
dan perubahan ini dibenarkan oleh KM\V. Perubahan spesifikasi pekerjaan ini harus 
dituangkan dalam Perjanjian Tambahan; 

(j) senantiasa menjaga konsisrens-i penerapan prinsip dan eses PNJ>M-MJ> oleh 
masyaraka1, KSM/Panitiat UP dan BKMILKM dalam keseluruhan proses keg.iatar. 
PNPM-MP di wilayah itu; 

(k) menjamin bahwa kegiatan yang disetujui teJah memenuhi Pedoman Pembebasan 
Lahan dan Penampungan. dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, jika diharuskan, 
atau pcrsyarataa teknis lainnya. scl>ag.-ai pra.syarat pencairan dana; 

(I) bcrsama dengan PJOK, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja 
BKM/LKM maupun peneapaian basil keseluruhan kegiatan KSM/Pa11itia sebagai 
dasar pertimbangan untuk memberikan rekomendasi pembayaran dana tahap 
betikumya: 

(m) memfasilitasi BKM/LKM scdemikian rupa sehingg,a menjamin BKM/LKM memiliki 
kemampuan untuk betkelanjut.an (...\·ustainahility) dan mandiri. 
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(3) Sadk,i Pc11g:htnlian Kegiatan Pi_njama.n Bergulir yang Tidak Petensia! 
Sustainable 

I) Pcmcrintah Indonesia, dalam hal ini Sarker PNPM·MP Pusat, berhak untuk 
meng.hcntikan sementara waktu pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir oleh 
pihak kedue, apabila pih.ak kedua dinilai 1idak mampu menunjukkan kinerja 
yang memadai dan/atau tidak terdapat potensi kebedanjutan (.ft1$1aitu,bility) 
pcngelolaan dana pinjaman bergulir tersebut, 

2) Oalam hal seietah dibcri kes4:mpatan untuk memperbaiki kincrjanya. dc-ng.an 
difasilitasi oleh J.0.1W, temyata pihak kedua dinilai masih tidak mampu 
menunjukkan kincrja pengelolaan dana pinjaman betgulit sebagaimana yang 
diharapkan, maka Pemetin1ah Indonesia, dalam hal ini Satket PNPM-MP 
Pusat, berhak melaksanakan ketentuan penghen1ian kegiatan pengelolaan 
pinjaman bcrgulir dimaksud, dengan cara dana bantuan yang telah diterima 
pihak kedua (bersama dengan dana bantuan tahap berikutnya) hanya dapat 
digunal.an bagi usulan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan 
permukiman yang menunjang langsung upaya pcnanggulangan kemiskinan di 
keh,.1rahan tersebut. 

3) Usulan keg.iatan prasarana dimaksud harus diusulkan secara partisipatif, 
tro.nsparan dan akuntabel a1as dasar kesepakalan masyarakat~ melalui 
seran,gkaian rcmbug warga masyarakat di kelura.han tersebut, dengan 
berpcdoman pada PJM Pronangkis. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus 
terlebih dahulu disc1ujui oleh KMW. 

(2) Santai Ptoghcntian 81n1uan Yang Bersifat Tetap/Permaoen 
I) Oalam hal setclah diberi kesempatan unruk memenuhi kerenruan reknis 

PNPM-MP, deng.an difasilitasi oleh KM\V ataupun bentuk bantuan teknis 
lainnya yang dibc:rikan o1eh pihak penama, ternyata pihak kedua dinilai masih 
tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yang berlaku di PNPM·MP sarupai 
baias waktu yang dite:tapkan. maka pihak pen.ama berhak m.enghentikan 
bantuan PNPM·MP secara terap/pem,anen di wilayah tersebut. 

2) Melalui penghcnti.an bantuan PNPM-MP yang bersifar 1etaplpennanen. maka 
pihak penama berhak untuk menghc.ntikan bantuan tcknis maupun bantuan 
da.na BLM tahap bcrikutnya. Hal ini berarti bahwa pihak kedua tidak 
diperkenankan Jagi diikursertakan dafam pelaksanaan PJ\lJ>M-~1-P, 

(I) Sauksi Penghentian Bantuan Yang 8trSifat Sementara 

I) Apabila berdasarkan penilaian KMW dan PJOK. pihak kcdua dinilai 
melakukan penyimpangan ketentuan reknis PNPM-MP. maka pihak pertama 
berhak menghemikan bantuan untuk sementara waktu sampai batas yang 
ditetapkan oleb pihak pertama. 

2) Selama peng.hentian bamuan sementara waktu terscbut pihak kedua diberi 
kesempatan untuk mempeitaiki kinerjanya hingga tclah dapat memenuhi 
ketentuan teknis PNPM-MP, sebagaimana dheeapkan pada Buku-8uku 
Pedoman PNPM-MP, Sl)PB besena lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain 
yang diretapkan Pemerintah lndones.ia. 

3) Selama pcnghcntlan bantuan sememara waktu tcrsebut, pihak pertama berhak 
menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pcmcriksaan, pcodampingan 
masyarakat, maupun langkah-Iengkah lainnya yang dianggap perfu agar 
ketentuan teknis PNPM·MP dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua. 

4) Termasuk katcgori sanksi pen.ghentian yang bersifa1 sementara ini adalah 
penundaan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan PNPM-t\.fP, 
penundaan atau pcnghentian sementara pembayaran dana BLM rahap 
berikutnya dan tindakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah lndoocsia. 

(b) Sanksi Selama MaS9. Preyek PNPM·MP 
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(a) Dtfinisi Peuyimpangan atau Pc.nyalahgunaan Oana Bantu an PNPM·M P 
(I) Dimaksud dcngan penyimpanga.n a1au penyalabgunaan Dana 8antuan PNPM-MP 

adalah penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dan.a bantuan PNPM-MP yang 
tidak scsuai dengan ketemuan yang ditetapkan dafam PNPM-MP, kctentuan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.. daJam ha! ini Satker PNPM-MP, sena 
ketcntuan-ketcntuan yang diatur di SPPB ini besena lampirannya. 

(2) Tcnnasuk penyimpangan arau penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM-MJ> dalam 
hal ini, antara lain iaJah: 

a. Dana Bantuan PNPM-MP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan 6ktif; 
danlatau 

b, Oilakukan potongan dana Bantuan PNPM-MP yang disalurkan kepada 
KSl\1/Panitia atau masyarakat yang tidak sesuai dengan ketcntuan PNPM-MP; 
dan/atau 

c, Menggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) PNPM-MP; dan/atau 
d. Penggunaan dana yang tidak dapat dipertangsungjawabkan; dan/atau 
e. Bcntuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan (BLM) PNPM-MP Jainnya. 

2. Sanksi Terhadap Penyimpangan at.au Pcnyalahgunaan Dana Rantuan PNPM-MP: 

(2) Sanksi Pengemba.lian Asset PN-PM-MP ke Ke Kas Negara. 
I} Apabila pertsambilalihan semen1ara dan tindakan korcktif yang dilakukan 

Pemerintah lndonesia, dafam hat ini Satkcr PNPM-M.P, tcrnyata tidak dapat 
mendorong pihak kedua untuk mampu me1aksanakan ketentuan teknis PNPM 
MP, maka Sarker PNPM-MP Pusat bcrhak untuk menarik kembali asset-asset 
PNPM·MP yang dikelola pihak kedua untuk dikembalikan atau disetor kcpada 
kas ncgara. 

2) Asset-asset .PNPM-MP yang dapat ditarik kembali untuk dikcmbalikan arau 
disetor ke kas negara adalah dana BLM, inventaris, dan asser-asser dalam 
bcntuk lain_nya. 

3) Pihak penama akan menarik kcmbali asset-asset PNPM-MP untuk 
dikembalikan atau disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 

(I) Sa.nksi Pengambilalihan Semenl:a.ra dao Tindaka.n ·Korektif 

I) Apabila setelah berakhimya masa proyek PNPM·MP hingga batas wakru yang 
diterapkan datam ketentuan hukum yang berlaku, pihak kedoa dinilai 
melakukan penyimpangan ketenruan teknis PNPM-MP. maka Pemerintah 
Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM-MP Pusat, berhak menunjuk pihak 
tertentu untuk mengambil alih permasalahan yang becwewenang melakukan 
tindakan-tindakan korcktifyang dipcrkrkan. 

2) Termasuk dalam kategori tindakan-tindakan korcktif yang dapat dilakukan 
antara lain adalah rcstmkturisasi BKM/1..KM, pernbekuan kegiatan PNPM-MJ> 
di wilayah bersangkutan dan tindakan-tindakan lainnya yang ditC1apkan oleh 
Pemerintah Indonesia. 

(c) Sanksi Pasca Proyek PNPM-MJ' 
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(a) Unruk keperluan SPPB ini, "Keadaan Memaksa" r·torce Majeure") berani sebagai 
suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak. yang 
menycbabkan salah satu pihak tersebut tidak mung_kin melaksanakan 
tanggungjawabnya. atau tidak dapet mc1aksanakan tugasnya; Keadaan sepeni itu 
1ermasuk, tapi tidak terbatas pada, perang., huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, 
banjir atau akibat dari kondisi alam lainnya, pemogokan masal (kccuali apabila dalam 
hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industri tersebut, Kedua belah pihak 
atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya Keadaan 
Memaksa). penyitaan atau 1indakan lain oleh pemerintah. 

(b) Keadaan memak.sa tidak termasuk (i) kcjadian yang disebabkan oleh kelalaian atau 
tindakan disengaja dari salah satu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat 
menduga hal-haJ sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudah bisa mempenimbangkan 
konsel:uensi dari adanya SPPB, (8) menghindari atau mengatasi keodala dalam 
pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek. 

D. Kcadaan Memaksa {Forc:e M.ajcure) 

(2) Sanks; PengembaVian Asset Bantuan PNPM-MP ke Kas Negara 
Pihak Pettama berhak untuk menunrur proses s;ra jaminan maupun meminta 
penarikan kembali dana bantuan dan asset P:NPM-MP yang diterima serta dikelola 
oleh pihak kedua sesuai dengan keeemuan bukum yang berlaku. 

(I} Sanks; Tindakan Hukum 
Terhadap p,enyimpangan atau pcnyalahg.Utlaan dana bantuan PNPM-MP yang 
dilakukan pihak kedua pada periode setelah berakhirnya proyek .PNPM-MP, 
Pemerintah Indonesia, daJam haJ ini Satker PNPM-MP Pusat, berhak melakukan 
tindakan hukum scsuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

(c) Sanks; Pasca Proyck PNPM-MP 

(2) Sanksi Penghentian Bantuan PNPM-MP dan Tindakan Hukum 

I) Apabila bcrda.sarkan httsil audit khusus tcrscbut mcnunjukkan secara nyata 
adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan PNPM-MP, maka 
Pihak pertama menghemikan keg;iatan dan bamuan PNPM-MP secara te2ap. 

2) Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan 
ketcntuan hukum yang berlaku. 

3) Pihek Kodua bcrkcwajiban untuk mengembalikan dana bantuan PNPM-MP 
kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Satker PNPM-MP Pusat. untuk 
selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

(I) Sanksi Penghentian Sementara Bantuan PNPM·MP dan Audit Khusus 

I) Apabila rcrdapat indikasi bahwa pihak kcdua mclakukan penyimpangsn at.au 
penyalahgunaan dana bantuan PNPM-PNPM·MP, Pemerintah Indonesia. 
dalam Satker PNPM-PNPM-I\.{P Pusat berhak mclakukan pcng.hcmian 
kegiatan dan bantuan PNPM-PNPM-MP untuk sememara waktu di wilayah 
bcrsangkutan. 

2) Selama masa penghemian bantuan sementara tersebut Pcmerintah lodonesia, 
dalam hal ini Satker PNPM-PNPM-MP, bcrhak menunjuk auditor independent 
untuk melakukan audit khusus kepada pihak kedua. 

(b)Sank.,; Selama Proyek PNPM-MP 
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2. Penyelt--1ai11n S~uai Ketenhr11n ffukum Yang Bt-rlaku: 

Jika ada perselisih.an yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat 
diselesaikan sccara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditcrima 
oleh satu pihak dari pihak yang lain, pcrmintaan penyclesaian masaJah dapat dimintakan 
oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

F. Penyeltsaian Ptrse.lisihan 

I. Pt-ny$1gai3n Seen!! Mysyawarah : 
Para Pihak yang kan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan 
yang rimbut, atau perselisihan yang bethubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini a1au 
pcrselisihan yang timbul karcna penafsiran atas SPP.B ini . 

E. Berbku Jujur, Adil, Transparan din Akuntabd 
Para Pihak yang 1erika1 dalam SPPB ini harus bcrla.ku jujur, mcnghonnati hak-hak pihak lain, 
transparan, akuntabel serta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah 
disepakati untuk mereatisasikan SPPB ini. 

4. Kpn.sullasi : 

Selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari, darl terjadinya keadaan memaksa yang 
mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya rersebui, Para 
Pihak harus saling bcrkonsuhasi untuk mempcroleh kcsepakatan mengenai tindakan tepat 
apa yang harus dilakukan daJam keadaan itu. 

3. Langkah-Langkah Yang Harus Oiambil : 

a. pihak yang mengalami Kcadaan Memaksa harus seceparnya melakukan scg.ala tindakan 
yang dapat mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengan 
sekecil mungkin kererlambatan. 

b. pihak yang mengaJami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada 
Pihak lainnya selambat-lambatnya empat betas (14) hari sejak terjadinya keadaan 
memaksa rersebur, menyampajkan fakta dan menjefa:skan sifiu dari kejadian tersebut, 
demikian pula secepai mungkin memberitabukan jika keadaan rnlah normal kcmbali. 

c. kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari 
kejadian Kcadaan Memaksa terscbcr menjadi sekecil mungkin. 

2. Tidak Mtru1>akan Ptlanggaran a.hu SPPB : 

Kegagalan salah saw pihak da1am memenuhi kewajibannya yang diaiur dalam SPPB iru, 
tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau ing.kar janji, jika kegagalan tersebut 
karcna suatu "Keadaan Memaksa", dengan kerentuan bahwa pihak yang terkena kejadian 
rersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan upaya 
altematif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan 
mclaksanakan ketentuan d.an s:yarat $PPB. 
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••) KMW hanya dapat menandatangani lampiran SPPB BLM dan juga syarat-syarat administrasi 
pencairan dana BLM tahap I lainnya, hanya apabila telah mencrima sena memverifikasi 
Pron.a.ngkis dari BKM/LKM/masyarakat setempat. 

') Diisi oleh Wakil KSM (Kerua/Anggoia) sesuai jumlah KSM/Panitia yang hadir pada 
pertemuan penyepakatan penetapan usulan kegiatan. Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan. 

(Korkot) 

I. 

2. 
3. 
4. 
5. 

") 
KM\V, . 

Mengctahui, KSMwKSM/panitia yang usulannya dis-e1ujui:•) 
(Disesuaikan dengan jumlah KSM/panitia) 

Pihak Kedua, 
Koordlnaror 

Pihak Penama 
Pcnanggung Jawab Opcrasional Kcgiatan/PJOK 

BKMILKM 

...................... , 20 . 
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Ya Tidak 

I. Persyaratan pencairan rahap I : 
• LKM telah terbentuk secara sah sesuai kerentuan PNPM 

Mandiri Perkotaan dan Pcdoman Teknis Pembentukan LKM 
dengan minimum 30% penduduk dewasa meng.ikuti 
pemilihan ringkat basis 

• LKM telah dicatatkan di Notaris dengan menyenakan 
Anggaran Dasar (AD) 

• LK.M tclah membuat rekening bank dengan minimal 3 (tiga) 
specimen tanda tangan anggota LKM 

• LKM menandatangani Surat Perjanjian Pcmberian Bantuan 
(SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PIOK; 

• Melengkapi form dokumen pencairen (PP-BLM, BAPPO, 
Kwitansi. Coov RekLKM) 

2. Persyaratan pencairan tahap U : 
• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekrctariar tclah 

diverifikasi oleh KMW (Asko1 Ekonomi/Manajemen 
Keuangan) dengan hasil baik 

• Me1engkapi form dokumen pcncairan (PP·B~1. BAPPO, 
Kwitansi Conv Rek.LKM Resume SP-3) 

3. Persyaratan pcncairan tahap [IJ : 

• Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat clan UPK 
telah divcrifikasi oleh KMW (Askot Ekonomi/Manajemen 
Keuangan) deugan hasil baik 

• Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM. BAPPO • 
Kwitansi Coev Rek.LKM Resume SP-3l 

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa: 
(1) KSM-KSM/Panitia di Desa/Kclurahan dimaksud tcJah siap mclaks.anakan kcgiatan yang 

diusulkan dan disetujui oleh BKM/LKM, dengan bantuan PNPM·MP 
(2) BKM/LKM berhak menerima peneairan dana tahap ...... dan tclah memenuhi persyaraten"] 

berikut : 

2. Nama . 
Jabatan : Kctua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) . 

di Kelurahan tersebul di atas, Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan 
disahkanfdicatatkan di Notaris ..•... .. . . . . .. . . .. No. . , 
tanggal Selanjutnya disebut PIHAK KEOUA 

l. Nama . 
Jabatan ; Pcnanggung jawab Opcrasional Kcgiatan (PJOK) PNPM-Ml' di kecamatan 

terscbet di a1as, berdasarkan kcputusan Walikota Bandung Nomor , 
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Rcpublik Indonesia, sclanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA. 

Pada Hari ini 1ang,gal bulan tahun , kami yang bertandatangan dibawah 
IRI; 

: Bandun_,g 

Kelurahan 
Keeamatan 
Kota 
SWK 

SERITA ACARA PENAAIKANIPENGGUNAAN DANA BLM (BAPPD BLM) 
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Caratan : Formal ini merupakan bag.ian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk set.iap tahap 
pcncairan Dana BLM .. 

( \ 
Nam.a Jelas, Taoda rnngan 
Kork04 dan cae KMW 

Kami telah meneliti Surat 
Pemya1aan di atas dan 
bertang,gung jawab atas 
kebenaran isinya, sen a 
menyanggupi untuk turut 
mengawasi pelaksanaannya 

Pernyataan KM\V, 

Koordinator 

PL8AK KEOUA, 
BKM/LKM 

PIBAK P.l:RTAMA 
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan 

Oemikian Serita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Oengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM/LKM bertanggungjawab untuk 
menyalurkannya kepada KSM~KSM/Pani1ia di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan 
persyaratan, jadwal dan sa.saran yang telah disepakati. 

No. Uraian Jumlah 

I. Total bantuan yang disetujui (a) Rp ....................... 

2. Pencaitan sampai deng.an tahap lalu (b) Rp ....................... 

3. Dana yang telah dimanfaatkan/di1arik dari rckcning Rp ....................... 
BKM/LKM (c) 

4. Sisa dana yang belum dimanfaatkan (b-c) Rp ....................... 

s. Pengajuan Pencairan tahap ini (d) Rp ....................... 

6. Si$& bantuan yang bclum dicairkan (a-b-d) Rp .....•...•.....•....... 

•) Persyarotan dinilai terpenuhi jlka BKM!l~KM menjawab ··y,, ·· tmfu.k setiap syarat di atas I 
(3) Rekapitulasi penarikanlpengsunaan dana 
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( ·················· ) (. ·············· .... ••·•·•·•·•·•·• •·•·•• ···············) 

............................... 

Mengetahui : 
Kuasa Pengguna Ang.saran 

Satker Koca 

Setuju dibayar; 
a.n. Kuasa Pengguna AnggaranlPcmbuat Komitmen 

Pejabat Yang Mclakukan Tindakan Yang 
Meogakibatka» Pengeluaran Anggaran Belanja 

Kota Bandung 

. . ... ...... .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. 

8KM/LKM .......................•....•...•.......... 

. . 200 . 

Untuk BKM/LKM . 

8AJ>PO Tgl. Sesuai 8APPUK SLM Tgl. dan 

Peocairan Dana Bantuan Langseng Masyarakat (BLM) Tahap 

..................... ( •....... %) 

Untuk Pembayaran 
...................................................................................... 

Jumlah Uang 

Tcrbilang 

Pejaba1 Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan 

Pcnsc\uaran J\t\s8atan Be\anja Satker 

Kota . 

: R p ....................•................... 

Sudah Tcrima Dari 

Nomor: kosougkan . 

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN 

: kosongxan . 
: kosongkau . 

Tahon Anggaran 
vcmor Bukti 
MAK 

Lampiran-4 
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ADI 

/--sEKRET AJUS D, RAH KOTA BANDUNG,['" 

WALLKOTA BANDUNG, 

TTD. 
DADA ROSADA 

Nama jela.s uen tanda tangan Kontot 
serta Ca,p KMW 

Yang Mcmbuat Ptrnyataan 

\ ( 

2 (UPL) 

3 (UPS) 

4 (UPK) 

P•myataan KMW 
Kami telah meneliti Serita Acara di atas 

ctan dengan lni menyatakan turut 
benanggungjawab atas kebenaran isinya 1 (Koordina1or BKM/LKM) 

........................ , 2008 

Cot.: d11s1 sesnai jumtah Pamtia/KSA1 peoertma 8/M 

No N'ama Jenis/Judul Dana BLM % Tanda 
KSM/Panitia Usulan Kegialan PNPM-~lP Kemajuan Tangan Wakil 

IR11.l KSM/Paoitia 

. . . . . . . . . 

Deng.an selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka tanggung jawab pengoperasian dan 
pemeliharaan sarana prasarana, kegiatan social dan atau pengembangan usa dan pcrguliran dana 
berada di 1angan masyarnkaliKSM bcrsangkutan dan BKM/LKM. 

Yang benanda tengan di bawah ini Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKMILKM) 
di Ke1utahan sebagaimana di maksud di atas, dengan ini sceara bcrsama-sama menyatakan bahwa 
pelaksanaan kegiatan oleh Panitia!KSM penerima BLM Tahap U 11111 telah mencapai kemajuan 
IOOo/o scbagaimana dalam proposal yang disctujui. 

. . . . 
: Bandung 

. . . . Kclurahan 
Kecamatan 
Kora 
SWK 

SERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN SLM (RESUME $P-3) 

Lampiran-S 
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FORMAT PEMANFAATAN DANA BLM 
(PNPM-MANDIRI PERKOTAAN) 

DDUPB/APBD 

NOMOR : 1007 TAHUN 2009 
TANGGAL: 7 Desember2009 

LAMPIRAN Ill : PERATIJRAN WALIKOTA BANDUNG 



. 
No. Level Nama, Tanda Tanggal Keterangan/Catatan 

Tangan & Cap 
Lembaga/ 
lnstansi 

I. Tim Faskel 

2. l'JOK 

3. Korkotl 
Askoll<ot 

4. PK Kora 

s. Satker K04a 

B Rekomtndasi Vcrifikalor 

Vtrifikasi Kelenakanau & Ktbenaran Ookumtn 

Kdengkapan Ktbenaran 
Penoisian Data 

No Jenis Dokumen Tabap 
Ada Tidak Bcnar Salah 

l Dokumen PJM Pronanakis I 
2 Rcncana Penggunaan Dana l,2,3 

(RPO\ 
3 Proposal Layak {termesuk 1,2,3 

lampiran Daftar Anggota 
KSM/Panitial 

4 Resume Pronnsal 1.2. 3 
5 SP-3 23 

A. 

: Bandung 
: Jawa Barat 

Nama BKM/LKM 
Kelurahan 
Kecamatan 
Kora 
Propinsi 
KMW 

LEM BAR VERIFIKASI 
PEMANFAATAN DANA BLM PNPM0MP 



•) l)iisi oleh Wakil K.SM/Pa11itia dau Peugurus BKMILKM yang hadir dalan, pertemutm 
Ulm memeuuhi qu{,rum. Ditulis nama dau Tonda Tto,gan 

Pemyataan KMW 
Kami tdah meneliti Betita Acara di atas 

oan deogan ini menyata~n turut 
bef'langgungjawab alas kebenaran iSiflya 

Nama je&as dan landa tangan Korkol 
serta Cap KMW 

Mengecahui, 
Kep,ala Kelurahan 

I. _ 
2. _ 
3. _ 

L _ 
2. _ 
3. _ 
4. _ 
5.dst 

Pernyataan KM\V (Korkot) 
Pihak-pihak yang membuat kesepakatan "}; 
\Vakil KSM/Panitia: Pengurus 8KM/LKM : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . 

Demikian kcscpakatan tm diambil untuk dilaksanakan deng.an tanggungjawab dan 
kcsadaran penuh . 

Nama Lokas-i NilJii Sumbtr Pendanaan 
Jenis Usulan Usulen 81..M No KSM/ Ktgi.111.10 dan Kegiatan PNPM- Swadaya APBO 

Panitia Volume (Rn\ MP(Rn\ (Rp) (Rp.) 

' , 
u: •••• r •• ¥ 

······· I 

Sesuai hasil kesepakatan Rapat Anggota BKM/LKM, tanggal , bertempat di 
................... maka dari daftar usulan kegiatan pada Rencana Tahunan Pronangkis dan 
proposal yang layak dan direkomendasi KM\V, sena discsuaikan dengan alokasi dana BLM 
tahap 1/IVUI yang rersedia. tclah dipilih melalui forum pengambilan keputusan teninggi 
BKM/LKM, sejumlah usulan kegiaian untuk dilaksanakan dcngan scluruh ketcntuan 
PNPM-MP adalah scbagai bcrikut: 

: Bandung 

Nama BKM/LKM 
Ke1urahan 
Kecamatan 
Kora 
SWK 

RENCANA PENGGUNAAN DANA BLM TAHAP 1f213 

(RPO BLM TAHAP 1/213) 

Lampiran-l 

2 



..J ~ 
+ ~c: "' 0 !:. J; 
II f,- .. 

" ., 
" .,, 
« :e - 
~ <I} Q.. e-- ~~e, 
= 
" Q 

·c ·- :e 'g ..., .... , 
CQ :; ::it:' 

"' " ... a: c:: ;; a.. .;;;;; 
" - Q~ .. 

= .s c . 
:: .5 - ~ c c. 

"' ::, •• ci:: ·- ~ - -~ ~ z 

- = = .,, c " :: c ;; 
~ -; ·0,0 ... ~ ~ ·5;) ~ ... 

:;: z; 
~ -e < - .., z " < E Q " z < "' .. 

..J 
~ 

12 :2 
"' ~ 

" ... 
E 
" z 

0 - - N M ... " z; -e 



- - - 
0 "' N a. - - ,,_;. 

" 
::, - - .. c: 

-" .. .. -c 
"' (/) .. 

"i) a. 

"' ::, 
·;; ...i a. 
~ ::, 
" 0. 

,,_;. ,,_;. ,,_;. 
~ "' ..; 

~ 
" ~ .. a, - - - - - - 

·ca: ·- c ~ !! .. 
~ 

C'O "'·c "' -!:l:'6 c 
,-< (I) <II ..c:: .c . .'!! .... 0 IL>.(!~~ .. :jl - - -s- ,,_;. ,,_;. ,,_;. 1! - - - - - - ,;,; i!!:?~· 

ill l ;;;""'"'e~ I= ...... 
~ 

., 'ii iii 'o ..c:: ~1 "" 
~ >,- ...,i 'C;C'O~ 

"' ::. c,)e.Ka.,, ! "' ~ .. c·- c: "' "' .. c " - -c c,jc~ ,~ c E C'O o !!:? :s, .. <>- ~ .. 0 

~ 
.. ..c:: . !Q. e i"' i .!i~ !!.: 

!!:?00c~ z 
E _cO:wa:i l " E ~ o.:: 'ii 

,,_;. ,,_;. ,,_;. e, ~! ii...: - "' ·s ~ "' ..; ... .,; <O x ~go a. 
~ .... 0 .. a:" '" f ::. - - - - - - a. 

"' ~ 
.'!! ,,_;. ,,_;. ~ .~ - - - r - - - - - - "' ~ co 

i g/ - ~ 
c ~ 11 s ~ cf 

·5- ·" 'a~ !.ii i~ e 
.,.;. ,,_;. - - ~ ~ ! "' ..; "' .,; <O " .. ~ ::. "' i 



(° Cord ),.ntllid»: pcdu) 

Nam., jelns dan t.'Uldamnpn Korla,c 
SctUI cap KMW 

Kami tclah menclili Su.rot l>ttu)·:11MR 
di a.1as d:ln dengan i.ni mcnyatakan turut 

bcrt.i.n.ggungjawnb at.,s kcbenat:)n 
isinya 

' ( 

Pemyataan KM\V (Korko1)1 

Koordinator Ke1Ua/Pcnanggungjawab 

Badan Keswadayaan Masyarakat 
Yang Membual Pemyataan, 
KSM/Panitia . 

Dengan selesainya pelaksanaan kegiaren tersebut, maka tanggungjawab "pengoperasian 
dan pemelihataan prasarana berada di tangan Tim Pcmelihara (masyarakat) dibawah 
pendamping.an UPL"f4Pe,,gembangan usaha dan pe:rguliran dana berada di tangan KSM 
ckonomi yang bersangkutan dibawah pendampingan UPK"/kegiatan pro~m sosial 
berada di tangan KSM scsial yang bcrsangkutan dibawah pendampingan UPS >. 

Yang bertanda1angan di bawah ini, Koordinator Sadan Keswadayaan Masyarakat dan 
Panitia/Ketua Kelompok Swadaya Masyatakat •) , ..........•... di Kelurahan 
sebagaimana dimaksud di etas, dengan ini secara bersama-sama menyalakan bahwa 
pelaksanaan kegiatan , .. olch PanitialKelompok Swadaya Masyarakat•) 
............... , ...........• tclah mencapai kemajuan 10()0/o sebagaimana dalam proposal yang 
disetujui. 

: Bandung 

Kelutahan 
Kecamatan 
Kot a 
SWK 

SURAT PERNYATAAN PENYELESAJAN PEKERJAAN BLM (SP3 BLM) 

La.mpirnn-3 
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f EKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG. f,- 
DADA ROSADA 

TTD. 

WALU<OTA BANDUNG, 




